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Tulisan ini mengkaji mengenai perjuangan Partai Syarikat Islam Indonesia 
cabang Surabaya sebelum hingga menjelang diadakannya pemilu 1955, dan 
menjadi salah satu dari beberapa partai yang menggunakan Islam sebagai ideologi 
dasar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode 
sejarah, yaitu melalui tahap penentuan topik, pengumpulan sumber data, verifikasi 
atau kritik sumber, yaitu tahap untuk memperoleh keabsahan sumber, tahap 
interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah disusun secara obyektif. 
Sumber yang penulis dapatkan adalah melalui wawancara, pengumpulan foto 
arsip yang sezaman, koran, majalah, jurnal, serta sumber pendukung berupa buku 
dan internet. Berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dalam penelitian skripsi 
ini menunjukan bahwa bidang politik adalah bidang yang krusial dalam 
mempengaruhi massa, PSII menyadari hal tersebut dan memanfaatkannya dalam 
menjaring massa pada pemilu 1955, namun didalam perkembanganya kemudian, 
khususnya pada pemilu 1955 terjadi berbagai hal yang mempengaruhi PSII 
cabang Surabaya dalam eksistensinya sebagai salah satu kontestan Pemilu 1955 di 
Kota Besar Surabaya 
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A. Lata r Belaka ng 
Pendirian partai politik pada masa penjajahan Belanda merupakan salah satu 
usaha dari kaum pergerakan nasional dalam merintis benih kebangsaan di 
Indonesia, yang didasarkan atas dasar perasaan sama-sama “dijajah” dimana 
Belanda dianggap sebagai musuh bersama. Sarekat Dagang Islam yang menjadi 
cikal bakal dari Partai Syarikat Islam Indonesia, pada saat itu dipimpin oleh H.O.S 
Tjokroaminoto memperjuangkan apa yang dimaksud dengan kebebasan berpolitik 
dan membangkitkan kesadaran atas hak-hak kaum pribumi1, yaitu dengan cara 
melakukan penyadaran terhadap masyarakat terutama golongan muda di 
Surabaya.2 
Pada masa penjajahan Belanda pergerakan partai politik masih bisa tercium 
keberadaannya, walaupun pada dasarnya masih terkungkung dalam pengawasan 
ketat yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, hal itu berbeda 
pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan organisasi-organisasi yang 
berbau politik dan nasionalisme dilarang keberadaanya. Hal itu dilakukan karena 
ditakutkan akan terjadi perlawanan terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. 
Hanya organisasi-organisasi yang bernafaskan agama yang boleh berdiri, dalam 
                                                        
1 Badri Yatim, Sejarah Perad aban Islam Dirasah  Islamiyah II (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2002), hlm. 259. 
 
2 P.N.H. Simanjuntak, Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaa n 
Sampai Reformasi,(Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 79. 
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hal ini agama Islam. Organisasi yang boleh berdiri pada masa penjajahan Jepang 
adalah Masyumi.3 Masyumi adalah bentuk organisasi dari pengintegrasian dari 
berbagai golongan agama Islam agar mudah diawasi pergerakannya oleh 
pemerintah Jepang. 
Setelah penjajahan Jepang berakhir, Indonesia menjadi negara yang 
merdeka dan Soekarno memberikan gagasan agar Indonesia memakai sistem satu 
partai pelopor. Hal tersebut bertujuan agar tidak membingungkan massa. Namun, 
Sjahrir membuat suatu konsep agar partai politik berfungsi sebagai alat untuk 
mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat dalam menghadapi perbedaan 
pendapat.4 Sehingga kesempatan rakyat untuk ikut dan berpartisipasi dalam 
mendirikan partai-partai politik semakin terbuka lebar. 
Seiring perkembangan waktu, pada beberapa kalangan timbul suatu 
perasaan dalam membentuk suatu badan aparatur negara untuk mendobrak 
suasana politik Indonesia agar lebih demokratis. Dalam hal ini, Komite Nasional 
Indonesia Pusat perlahan-lahan dibagi tugasnya menjadi beberapa tahap. Tahap 
pertama, KNIP tidak hanya sebagai pembantu presiden, tetapi juga mempunyai 
wewenang legislatif. Tahap kedua, Badan Pekerja mengusulkan agar para menteri 
bertanggung jawab kepada KNIP yang telah berubah menjadi parlemen atas 
persetujuan KNIP. Sehingga, pada tanggal 14 November 1945 Sistem Presidensil 
berubah menjadi Sistem Parlementer. Tahap ketiga, dalam upaya untuk demokrati 
sasi maka Badan Pekerja mengusulkan agar dibuka kesempatan untuk mendirikan 
                                                        
3  Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013, hlm. 424. 
 
4 Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Djilid Pertama, (Jakarta; Panitia Penerbit di 
Bawah  Bendera Revolusi, 1964), hlm. 282-284. 
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partai-partai politik dan disetujui oleh pemerintah yang tertuang dalam maklumat 
3 November 1945.5 
Pasca adanya Maklumat tersebut, langsung disambut antusias oleh rakyat 
Indonesia. Dalam waktu yang singkat, setidaknya sudah terbentuk 40 partai 
politik, diantaranya Partai Nasionalis Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, 
Partai Masjumi, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Republik Indonesia, 
Partai Indonesia Raya, Partai Rakyat Indonesia, Partai Banteng Republik, Partai 
Komunis Indonesia, Partai Wanita Indonesia, Partai Kebangsaan Indonesia, Partai 
Kedaulatan Rakyat, Partai Sosialis Indonesia, dan masih banyak lagi.6 Dalam 
peraturan tersebut juga adanya klasifikasi yang dijabarkan oleh Kementerian 
Penerangan pada tahun 1951. Dalam peraturannya partai politik harus menurut 
Dasar Ketuhanan, Dasar Marxisme, dan partai lain-lain. Partai politik yang 
diklasifikasikan ke dalam Dasar Ketuhanan adalah Partai Masyumi, Partai 
Syarikat Islam Indonesia, Partai Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Partai Kristen 
Indonesia, dan Partai Katolik.7 
Pada masa kepemimpinan Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pada tahun 
1955 dilaksanakan Pemilihan Umum untuk pertama kalinya untuk pemilihan 
anggota DPR dan anggota Konstituante. Pemilihan Umum merupakan wahana 
demokrasi yang krusial serta diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan dalam 
menengahi pertikaian antar partai politik dan menjadi babak baru dalam usaha 
                                                        
5 Budiarjo, op, cit., hlm. 425-427. 
 
6 M. Rusli Karim, Perjala nan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut, 
(Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 81-90. 
 
7 Ibid., hlm.65-66. 
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untuk membangun bangsa. Pemilihan umum 1955 diikuti oleh kurang lebih 100 
tanda gambar. Dimana hasil yang didapatkan dimenangkan oleh 4 partai besar 
yang mendapat jumlah suara lebih dari 30 kursi dalam tingkat nasional. Partai 
yang mendapat suara yang besar adalah Partai Nasional Indonesia, dimana partai 
tersebut memperoleh 57 kursi, kemudian diikuti Masyumi yang memperoleh 57 
kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, dan Partai Komunis Indonesia yang merupakan 
partai yang sempat dibekukan oleh pemerintah dimana PKI memperoleh jumlah 
39 kursi, sedangkan di urutan kelima ada Partai Syarikat Islam Indonesia hanya 
mendapat jatah kursi sebanyak 8 kursi.8 
Kota besar Surabaya sampai pada akhir bulan September 1950 menurut 
perhitungan resmi memiliki jumlah penduduk sebanyak 656.452 jiwa. Jumlah 
tersebut dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan Indonesia sebanyak 512.033 
jiwa dan golongan non-Indonesia sebanyak 144.419 jiwa, luas kota besar 
Surabaya sekitar 92 kilometer persegi yang dibagi kedalam 6 kecamatan, yaitu : 
kecamatan Kranggan, Krembangan, Kupang, Ketabang, Kapasan, dan 
Nyamplungan9, dengan jumlah sebesar itu diharapkan partisipasi masyarakat 
terhadap pemilu akan besar juga namun kondisi  politik sebelum pemilihan umum 
pada saat itu masih carut marut karena beberapa kali terjadi pergantian kabinet 
selama kurun waktu 1950-1955 yang mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan 
kondisi perpolitikan di Indonesia, termasuk di Surabaya. Pada pemilihan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, yang diwakili oleh 
                                                        
8 Budiarjo, op,cit., hlm.432-434. 
 
9 Sjamsju Koesmen dan Pangestu B.W, Kota Besar Surabaya, (Surabaya: Djawatan 
Penerangan, 1957), hlm. 142-143 
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32 anggota perwakilan, Partai Syarikat Islam Indonesia menduduki 1 kursi 
bersama partai-partai lainnya, dan berbanding jauh dengan Masyumi yang 
berhasil menempati 6 kursi di DPRDS Kota Besar Surabaya. Partai Syarikat Islam 
Indonesia diwakili oleh Dachlan Kahar.10 
Dalam Pemilihan Umum 1955 Surabaya juga turut berpartisipasi karena 
Surabaya merupakan salah satu barometer kota-kota lain di Jawa Timur.11 Selama 
masa-masa sebelum Pemilu 1955 terjadi beberapa peristiwa diantaranya adalah 
adanya kampanye-kampanye yang dilakukan beberapa partai politik peserta 
Pemilu 1955 yang paling sering terjadi adalah penempelan tanda-tanda gambar 
yang bertujuan mengenalkan kepada masyarakat awam, namun apa yang terjadi 
adalah banyak terjadi perobekan atau pencopotan paksa tanda gambar tersebut, 
misalnya dengan apa yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia di Surabaya.12 
 Warga masyarakat banyak yang tidak setuju adanya tanda gambar PKI 
yang dipasang ditembok-tembok, karena beralasan bahwa warga tidak mau di PKI 
kan. Selain itu juga terjadi pencopotan gambar oleh simpatisan partai lain 
terhadap partai lawannya, yang mengakibatkan kondisi politik menjadi sedikit 
memanas. Selain itu juga didaerah-daerah seperti di Gresik juga demikian dimana 
tanda gambar PSII disobek dan kemudian dibuang oleh orang-orang tidak 
                                                        
10  Ibid, hlm. 144. 
 
11 “Djuga didaerah-daerah PNI, NU, Masjumi, dan PKI “Leading””, dalam Merdeka, edisi 
1 Oktober 1955. 
 
12  Sri Margarana dan M. Nursam (ed), Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan 
Permasalah an Sosial (dalam artikel “Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulata n Part ai Komunis 








dikenal.13 Selama masa-masa kampanye, suhu politik sedikit memanas karena 
akan berlangsungya Pemilihan Umum pertama di Indonesia. 
 Hasil perolehan pemilihan umum di Surabaya terdiri dari lima partai besar 
sebagai pemenang.14 Kelima partai tersebut diantaranya, Partai Komunis 
Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), 
Masjumi, dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).15 Partai Syarikat Islam Indonesia 
menduduki peringkat ke 9 di Surabaya.16 Hal tersebut menjadi sebuah bukti 
bahwa partai Partai Syarikat Islam Indonesia mempunyai kedudukan yang cukup 
diperhitungkan didalam kancah perpolitikan di Surabaya.17 
Penulisan mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia sangat menarik untuk 
ditulis, karena Partai Syarikat Islam Indonesia mempunyai andil yang besar pada 
masa sebelum Pemilihan Umum 1955 di Surabaya.18 Selain itu Partai Syarikat 
Islam Indonesia merupakan perkembangan dari organisasi Sarekat Dagang Islam 
yang mempunyai tokoh-tokoh yang berpengaruh salah satunya adalah H.O.S 
Tjokroaminoto. Selain itu Surabaya menjadi salah satu basis kekuatan politik 
yang cukup kuat sehingga patut untuk diperhitungkan.. 
 
                                                        
13  “Gedjala-gedjala tak sehat”, dalam PDM, edisi 5 Mei 1955. 
 
14 “Perlombaan NU, PKI, PNI”, dalam Harian Umum, edisi 3 Oktober 1955. 
 
15 Purnawan Basundoro, Sejarah Pemerinta han Kota Surabaya; Sejak Masa Kolonial 
sampai Masa Reformasi (1906-2012) (Solo: Elmatera Publishing, 2012), hlm. 56-57. 
   
 
17 “Di Djawa Timur NU 3.210.820; PKI 2.258.242; PNI 2.204.580; MASJUMI 1.087.209 
Angka2 sementara”, dalam Haluan, edisi 7 Oktober 1955. 
 
18 “Ideologie Komunis dapat Dukungan Kuat pada Kalangan Tentara”, dalam Indonesia 
Berdjuang, edisi 1 Oktober 1955. 
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B. Rumusan Masa lah 
Dari pemaparan di atas, maka penulisan ini berupaya mengkaji eksistensi 
Partai Syarikat Islam Indonesia sebagai partai politik berbasis agama Islam dan 
pergulatannya dalam kancah perpolitikan pada pemilu 1955 di Surabaya. Hal 
yang akan dikaji tersebut terangkum dalam rumusan masalah di bawah ini. 
Bagaimana langkah yang dilakukan oleh kader dan simpatisan PSII dalam 
menyambut persaingan politik pada Pemilu 1955 di Surabaya? 
C. Tujuan dan  Man faat Penu lisan 
Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan sebagai berikut: 
1. Menjelaskan mengenai usaha-usaha yang dilakukan PSII pada saat 
sebelum dan sesudah pemilu 1955 dalam lingkup lokal maupun nasional 
secara umum. 
2. Menjelaskan mengenai hasil yang kurang memuaskan mengenai 
dukungan terhadap PSII cabang Surabaya yang berdampak pada 
sedikitnya jumlah suara yang diperoleh PSII. 
Manfaat dari kajian pergulatan dan sistem perpolitikan Partai Syarikat Islam 
Indonesia adalah memberi gambaran mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia 
secara umum dan khusus serta memberikan pemahaman terhadap perkembangan 
partai politik yang memiliki peran penting sebagai wahana bagi warga negara 
untuk berpatisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan 
kepentingannya dihadapan penguasa, terutama dalam kontestasi politik di 
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Surabaya. Selain itu manfaat berupa pengetahuan secara langsung ataupun 
gambaran terhadap kondisi perpolitikan di Surabaya pada pemilu pertama tahun 
1955. Dimulai dari proses membentuk wadah organisasi agar bisa menyatukan 
orang-orang yang mempunyai pikiran serupa yang bertujuan untuk 
mengkonsolidasikan pikiran dan orientasi mereka. Selain itu juga akan dipaparkan 
pergulatan dan manuver politik yang dilakukan oleh Partai Syarikat Islam 
Indonesia dalam usaha untuk memperoleh dukungan yang bertujuan untuk 
memperkuat kedudukan partai didalam parlemen. Manfaat lain yang diperoleh 
yaitu untuk menambah koleksi penulisan sejarah dan memberi kontribusi pada 
perkembangan ilmu sejarah, khususnya mengenai sejarah politik. Selain itu untuk 
menambah cakrawala pandang baru tentang partai-partai politik yang ada di 
Indonesia. 
D. Ruang Lingkup 
Sejarah dapat diartikan ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia 
pada masa lampau yang dimulai sejak adanya bukti tertulis.19 Agar pembahasan 
mengenai suatu permasalahan dalam ilmu sejarah tidak keluar jalur maka harus 
diberi batasan-batasan agar bisa fokus. Batasan-batasan itu dikenal dengan 
sebutan ruang lingkup. 
Ruang lingkup dalam ilmu sejarah terdiri dari dua macam, yaitu: ruang 
lingkup temporal dan spasial. Lingkup temporal dalam penulisan ini adalah tahun 
dari tahun 1950-1955. Tahun 1950 dipilih karena pada tahun tersebut adalah 
mulai aktifnya organisasi-organisasi kepartaian karena adanya dorongan untuk 
                                                        
19 Sartono Kartodirjo, Pendekata n Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejara h, (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 76. 
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berpolitik, sedangkan batasannnya adalah sampai dengan tahun 1955 karena pada 
tahun ini adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang pertama di Indonesia 
dan dianggap sebagai pemilihan umum yang paling “demokratis” di Indonesia. 
Hal itu bisa dilihat dari jumlah partai politik, yaitu lebih dari seratus partai yang 
turut menyemarakkan pemilu 1955. Selain itu juga Partai Syarikat Islam 
Indonesia turut serta dalam pemilihan umum 1955 dan berhasil menduduki 
peringkat 5 dalam tingkat nasional. Hal itu menjadi sebuah bukti bahwa 
pergerakan Partai Syarikat Islam Indonesia mempunyai legitimasi yang cukup 
kuat dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia. 
Lingkup spasial dalam penulisan ini adalah kota Surabaya sebagai salah 
satu kota terbesar di Indonesia dan Ibukota provinsi Jawa Timur yang cukup 
diperhitungkan dalam hal jumlah suara pemilu. Surabaya juga menjadi basis 
kekuatan dari Partai Syarikat Islam Indonesia yang dibuktikan dengan pernah 
diadakannya beberapa Kongres Nasional PSII dan salah satu tokoh pemimpin dari 
Sarekat Islam yaitu H.O.S Tjokroaminoto, rumahnya ada di Surabaya. Sehingga, 
penulis melakukan penulisan ini untuk memperkarya literatur perkembangan 
wawasan sejarah dan dapat menjadi sebuah refleksi untuk ke depannya bagaimana 
mengurus dan mengembangkan partai politik yang bersifat progresif agar tetap 
bisa menjadi wadah untuk menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran 









E. Tinja uan Pustaka 
Penulis memilih beberapa buku yang dijadikan tinjauan pustaka. Meskipun  
sebenarnya  penulis  menyadari  bahwa ada  buku  lain  yang  lebih  tepat  
digunakan  sebagai  tinjauan  pustaka  dalam pembahasan  materi  ini. Kajian 
pustaka yang dapat dijadikan rujukan yaitu buku yang pembahasannya terletak 
pada eksistensi sebuah partai politik dalam menggapai sebuah kekuasaan dan 
sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpatisipasi dalam proses 
pengelolaan negara. Kajian yang bisa dijadikan rujukan awal dalam penulisan ini 
adalah skripsi karya Muhammad Muhibin salah satu mahasiswa UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut berjudul “Politik Hijrah”: Perjuangan 
Parta i Sarekat Islam Indonesia Dalam Melawan Pemerintahan Kolonial Belanda 
Tahun 1923-1940 M.20 Dalam skripsi tersebut dipaparkan mengenai perubahan 
sikap politik Partai Syarikat Islam Indonesia yang semula bersikap kooperatif 
dengan Belanda, setelah diadakannya Kongres Nasional pada tahun 1923 partai 
tersebut menjadi non-kooperatif. Hal tersebut bertujuan karena adanya keinginan 
untuk melepaskan segala pengaruh dari kolonial. Namun, pada perkembangan 
selanjutnya strategi tersebut malah berbalik menjadi polemik dalam tubuh 
kepartaian. Dalam skripsi tersebut banyak memberikan informasi terutama yang 
berhubungan dengan kiprah Haji Agus Salim sebagai pelopor dari gerakan politik 
Hijrah pada PSII. Penggunaan skripsi tersebut sebagai kajian pustaka hanya 
sebagai rujukan awal dalam penulisan ini agar penulis bisa mengetahui gaya 
perpolitikan Partai Syarikat Islam Indonesia pada masa penjajahan Belanda. 
                                                        
20 Muhammad Muhibin, “P olitik Hijrah”  Perjuangan Par tai  Sarekat Islam Indonesia 
Dala m Melawan Pemerintah Belanda 1923-1940 M (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Adab 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm. xi. 
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Selain itu, buku tersebut hanya membahas sedikit tentang Partai Syarikat Islam 
Indonesia yang dibahas secara umum dan tidak mendetail. 
Skripsi karya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 
yang bernama Endang Muryanti. Skripsi tersebut berjudul Sarekat Islam 
Semarang Tahun 1913-1920.21 Skripsi tersebut menjelaskan mengenai perpecahan 
Sarekat Islam Semarang yang merupakan cabang dari Sarekat Islam Surakarta. 
Pada akhirnya SI Semarang berubah haluan politik karena adanya pengaruh 
ideologi komunis yang akhirnya mempengaruhi Semaun sebagai salah satu tokoh 
dari SI Semarang tersebut. Dalam hal ini hanya dijelaskan secara terbatas pada 
pengaruh SI merah tidak dijelaskan reaksi dari cabang SI lain yang ada di 
Indonesia. Hubungannya buku tersebut dengan skripsi yang ditulis sebagai kajian 
pustaka adalah menjelaskan gaya perpolitikan dalam tubuh Sarekat Islam. 
Nantinya akan diketahui bagaimana perkembangan gaya perpolitikan dari Sarekat 
Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, kemudian menjadi Partai Sarekat Islam, dan 
yang terakhir menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Adanya transformasi dan 
perubahan haluan dari organisasi dagang menjadi partai tentunya dilatarbelakangi 
oleh berbagai kepentingan, salah satunya adalah ingin turut campur dalam 
pemerintahan. Tapi dalam skripsi ini tidak menjelaskan secara rinci tentang Partai 
Syarikat Islam Indonesia di Surabaya yang terbingkai dalam sistem pemilihan 
umum 1955 dengan penjabaran yang rinci. Namun, penulis menawarkan 
penulisan tentang Partai Syarikat Islam Indonesia dalam pergulatannya pada 
pemilihan umum 1955 di Surabaya yang akan dibahas secara rinci dan mendetail. 
                                                        
21 Endang Muryanti, Sarekat Islam Semara ng Tahun 1913-1920, (Semarang: Skripsi 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 1. 
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Berikutnya adalah buku karya Nasihin yang berjudul Sarekat Islam Mencari 
Ideologi 1924-1945.22 Buku tersebut menjelaskan mengenai transformasi SDI 
yang awalnya organisasi perdagangan bumiputera menjadi sebuah organisasi per 
politikan yang berpengaruh pada masa kolonial Belanda yang turut berpatisipasi 
dalam upaya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Didalam buku tersebut 
dijelaskan pula latar belakang terpecahnya SI menjadi dua golongan, yaitu SI 
Merah dan SI Putih. Selain itu, juga dijelaskan tentang perubahan dari organisasi 
politik menjadi partai politik yang secara langsung mengubah haluan politik 
partai. Dalam buku ini pembahasannya dari masa penjajahan Belanda hingga 
masa pendudukan Jepang. Buku ini hanya membahas kiprah Sarekat Islam dalam 
lingkup secara global yang ada di Indonesia. Sehingga, belum ditemukan sebuah 
penjelasan yang rinci tentang pergulatan Partai Sarekat Islam dalam kancah 
perpolitikan di Surabaya. Dimana Partai Syarikat Islam Indonesia merupakan 
kelanjutan dari Sarekat Islam pada masa pemilihan umum 1955 di Surabaya. 
Kemudian buku yang berjudul Pemilihan Umum 1955 di Indonesia23 karya 
dari Herbert Feith, buku ini menjelaskan mengenai salah satu peristiwa politik 
yang terjadi di Indonesia yaitu diadakannya Pemilu tahun 1955 yang merupakan 
tonggak awal demokrasi di Indonesia, dimana rakyat menjadi salah satu penentu 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu dijelaskan pula mengenai 
gambaran-gambaran yang terjadi selama masa-masa sebelum pemilu dengan 
berbagai peristiwa yang melatar belakanginya. Buku ini hanya membahas kiprah 
                                                        
22 Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1942, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2012), hlm. 5. 
 
23  Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer 
Gramedia, 1999), hlm. iv. 
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partai-partai peserta Pemilu secara keseluruhan sehingga sedikit ditemukan 
informasi mengenai partai-partai diluar 4 besar pemenang Pemilu 1955. Penulis 
menawarkan penulisan ysng merinci mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia 
yang merupakan partai yang masuk dalam 5 besar dalam skala nasional dan 10 
besar dalam skala lokal. 
Kemudian buku yang ditulis oleh Valina Singka Subekti yang berjudul 
Parta i Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan 
Elite24 dimana dalam buku ini membahas mengenai dinamika Partai PSII pada 
masa Orde Baru, yaitu pada masa Pemilihan Umum yang kedua kali yang 
dilaksanakan pada tahun 1971. Didalam buku ini menjelaskan mengenai adanya 
pergantian pucuk kepemimpinan yang pada awalnya PSII selalu identik dengan 
keluarga Tjokroaminoto hingga terdapat slogan bahwa PSII itu adalah 
Tjokroaminoto dan Tjokroaminoto adalah PSII yang kemudian oleh kader-kader 
muda anggapan itu ditentang hingga terjadinya fusi politik PSII. Buku ini hanya 
membahas kiprah PSII pada masa Orde Baru dan sedikit menyinggung mengenai 
keikutsertaan PSII dalam Pemilu 1955, disini penulis menyajikan sebuah tulisan 
yang dapat melengkapi proses sejarah lokal khususnya keikutsertaan PSII dalam 
Pemilihan Umum di Surabaya pada tahun 1955. 
Semua karya-karya di atas memberikan informasi bagi penulis untuk dapat 
memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai gambaran Partai Syarikat 
Islam Indonesia yang ditulis dalam penulisan ini. Melalui penulisan “Partai 
Syarika t Islam Indonesia: Pergulatan Politik Menuju Pemilu 1955 di Surabaya” , 
                                                        
24  Valina Singka Subekti, Partai Syarikat Islam Indonesia:  Kontestasi Politik hingga 
Konflik Kekuasaan Elite, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. iv. 
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penulis berusaha untuk memberi jarak dan berusaha untuk seobjektif mungkin 
dalam memberikan gambaran mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia. 
 
F. Kera ngka  Kon septua l 
Pembahasan mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia, merupakan sebuah 
fenomena setidaknya menggunakan konsep yang dijadikan acuan untuk 
menjelaskan peristiwa mengenai alur penulisan ini. Hal itu dilakukan untuk lebih 
memudahkan dalam proses penelitian sejarah agar dapat menghasilkan 
historiografi yang bisa dipertanggungjawabkan. 
Dalam skripsi ini penulis akan membahas “ Pa rta i Syarikat  Islam 
Indonesia: Pergulatan Politik Menuju Pemilu 1955 di Surabaya”.  Melalui 
penulisan partai politik, akan ditemukan tujuan partai tersebut dalam bidangnya. 
Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis memakai beberapa konsep 
diantaranya adalah konsep mengenai partai politik, perilaku politik dan pemilihan 
umum..   
Partai Politik merupakan suatu kelompok organisasi teroraginisir yang 
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. 
Tujuan dari kelompok atau organisasi tersebut untuk memperoleh kekuasaan 
politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk 
melaksanakan program dan tujuannya. Dengan kata lain partai politik juga 
memakai sistem kekuasaan yang intinya ingin memperebutkan dan 
mempertahankan kekuasaan yang biasanya dianggap sebagai perjuangan 
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(pergulatan) kekuasaan yang mempunyai tujuan tertentu.25 Hal itu juga terlihat 
dari pernyataan Arni Muhammad, yaitu bahwasanya organisasi merupakan suatu 
sistem yang mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan 
umum. Organisasi biasanya mempunyai pergerakan dalam ranah yang berbeda.26  
 Pada dasarnya partai politik adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu di 
dalam masyarakat. Oleh karena itu, partai politik mempunyai peranan yang 
penting dalam membentuk wadah yang bisa menyatukan orang-orang yang 
mempunyai pemikiran yang serupa. Dalam perkembangannya partai politik bukan 
hanya sebagai wadah untuk mengkonsolidasikan pemikiran-pemikiran yang 
serupa, tetapi juga digunakan sebagai wahana untuk berpatisipasi dalam 
pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya 
dihadapan penguasa. Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik 
diklasifikasikan kedalam tiga tipe, antara lain partai politik pragmatis, partai 
politik doktriner, dan partai politik kepentingan, diantara ketiganya Partai Syarikat 
Islam Indonesia lebih dekat dengan tipe partai politik kepentingan. Partai politik 
kepentingan merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar 
kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis dan agama atau lingkungan hidup 
yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.27 
Konteks yang diambil dalam hal ini adalah keterlibatan PSII sebagai 
kendaraan politik pada pemilu 1955. Seperti yang kita ketahui dalam Pemilihan 
Umum 1955 partai-partai yang ikut berjumlah kurang lebih 100 partai maka 
                                                        
25 Miriam Budiarjo, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994), hlm. 
404. 
26 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 24. 
 
27 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 155-156. 
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sistem yang digunakan adalah sistem multi partai dimana sistem ini merupakan 
produk dari masyarakat majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial 
ekonomi. Sehingga setiap partai akan memelihara keterikatan dengan asal-usul 
budayanya dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum, sehingga 
akan terjadi koalisi yang tujuannya adalah bersama-sama mencapai suara 
mayoritas di parlemen.28  
Perilaku berpolitik juga mempengaruhi sebuah lembaga untuk mengambil 
sebuah keputusan politik yang nantinya akan menentukan arah dan kebijakan dari 
lembaga tersebut. Sebenarnya yang harus ditelaah adalah individunya bukan 
lembaganya, karena itu, dibalik setiap keputusan, individulah yang secara aktual 
berada dibalik layar mengendalikan jalannya lembaga tersebut.29 
Pemilu 1955 merupakan gambaran umum mengenai awal terciptanya 
gagasan demokrasi Indonesia yang berasaskan Pancasila. Pemilu ini merupakan 
tonggak awal sejarah Indonesia dalam penentuan arah kebijakan kenegaraan yang 
mengikutsertakan masyarakat sebagai elemen utama penggerak demokrasi 
Indonesia. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 
secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Sebagai salah satu 
alat demokrasi pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi 
lebih jelas. Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga 
masyarakat dalam memperjuangkan aspirasinya, karena keputusan politik yang 
dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan pastinya akan 
                                                        
28 Ibid, hlm. 167-168 
 
29  Ibid . 
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mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, sehingga warga masyarakat berhak 
dalam menentukan keputusan politik.30 
 
G. Metode Penelitia n 
Dalam sejarah terdapat suatu metode pendekatan dan teknik dalam 
penulisan sejarah. Demi menghasilkan historiografis yang bisa dibuktikan 
kebenarannya, penulis melakukan kajian secara langsung di lapangan dengan 
menggunakan metode historis. Penulis menggunakan metode penulisan sejarah 
seperti yang diutarakan oleh Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahapan, yaitu 
pemilihan topik, mengumpulkan sumber data, verifikasi, interpretasi dan sintesis, 
serta penulisan.31 
Pertama, pemilihan topik yang menentukan subjek yang akan diteliti dan 
permasalahan yang akan dijawab. Pemilihan tokoh akan mempengaruhi sumber-
sumber yang dicari. 
Kedua, dilakukan pengumpulan sumber, baik berupa sumber tertulis 
maupun sumber tidak tertulis. Sumber tertulis diperoleh dari penelitian pustaka 
yang meliputi arsip-arsip yang berhubungan dengan berbagai masalah yang 
sedang diteliti. Sumber-sumber tersebut diperoleh antara lain dari arsip yang ada 
di Badan Arsip Kota Surabaya, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Stikosa Almamater Wartawan 
Surabaya (AWS), Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Timur, Perpustakaan Pusat 
Universitas Airlangga Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, 
                                                        
30  Ibid , hlm. 180. 
 
31 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah , (Yogyakarta: Bentang, 1996), hlm. 91. 
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Perpustakaan Bappeda Jawa Timur, dan Perpustakaan Kota Surabaya. Didalam 
pengumpulan sumber-sumber tertulis, penulis memperoleh berbagai data 
diantaranya Lembaran Negara dan arsip-arsip yang berupa foto persiapan serta 
kampanye sebelum partai-partai politik tersebut bertarung pada pemilu 1955 
sumber ini diperoleh dari Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Timur, kemudian 
sumber-sumber koran lama diperoleh dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan 
Stikosa Almamater Wartawan Surabaya (AWS) serta koleksi dari Dr. Purnawan 
Basundoro  S.S, M. Hum. Sedangkan sumber tidak tertulis berupa wawancara 
dengan orang-orang yang menjadi saksi sejaman yang mengalami dan turut 
terlibat langsung dalam Pemilihan Umum 1955. Selain itu, wawancara juga 
dilakukan terhadap pengamat politik dan warga sipil yang mengetahui seluk beluk 
dan eksistensi Partai Syarikat Islam Indonesia. Hal itu dilakukan karena minimnya 
data yang diperoleh mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia khususnya wilayah 
Kota Besar Surabaya. Dalam pengumpulan data tersebut penulis mengalami 
kesulitan terutama dalam pengumpulan arsip-arsip, serta buku-buku yang 
membahas Partai Syarikat Islam Indonesia. Hal itu dikarenakan banyak arsip yang 
sudah hilang. Sedangkan dalam mencari arsip yang ada dalam instansi tertentu 
penulis mengalami kesulitan dalam hal ijin untuk mencari data, karena butuh 
proses terlebih dahulu dalam hal perijinan yang membuat penulis harus 
menunggu, selain itu buku-buku yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi 
mengenai eksistensi Partai Syarikat Islam Indonesia masih sangat jarang dan 
hanya membahas Sarekat Islam bukan Partai Syarikat Islam Indonesia secara 
khusus.  
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Ketiga, proses verifikasi atau kritik terhadap sumber. Pada tahap ini sumber-
sumber diseleksi agar dapat digunakan dalam penelitian ini. Kritik sumber 
dilakukan dengan cara melakukan cross check terhadap sumber-sumber yang 
diperoleh dan menganalisanya. Kritik sumber dibagi menjadi dua kritik yaitu 
kritik ekstern dan intern. Kritik intern dilakukan penulis untuk menguji apakah 
pernyataan dapat dipercaya kebenarannya dari keterangan informan mengenai 
Partai Syarikat Islam Indonesia ataupun keterangan sumber lain yang menjelaskan 
seluk beluk Partai Syarikat Islam Indonesia. Kritik ekstern dilakukan penulis 
untuk memilah-milah sumber yang didapat dengan cara membandingkan sumber 
yang satu dengan yang lain, perbedaan dan persamaan yang ada karena penulis 
banyak menggunakan data-data berupa tulisan-tulisan yang ada di surat kabar dan 
metode wawancara. Sehingga, pada akhirnya dapat menjadi data yang mendekati 
objektivitas sejarah. 
Keempat, proses interpretasi atau pengelompokan sumber-sumber yang 
telah diperoleh dan menganalisanya. Pada tahap ini penulis mengambil unsur-
unsur data yang dapat dipercaya kemudian akan di analisis. Sehingga terdapat 
pemahaman terhadap fakta sejarah berupa kajian pergulatan Partai Syarikat Islam 
Indonesia dalam Pemilihan Umum 1955 di Surabaya. 
Tahap yang terakhir adalah historiografi atau penulisan, yaitu menyajikan 
hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan secara kronologis dan sistematis. 
Penulis tidak hanya mendeskripsikan namun juga berusaha menjelaskan sebab-
akibatnya. Sehingga didapatkan jawaban-jawaban mengapa peristiwa itu terjadi 
dan pengaruh dari peristiwa tersebut. 
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H. Sistematika Penul isan 
Dalam penulisan skripsi yang berjudul “P artai Syarikat  Islam Indonesia:  
Pergulatan Politik Menuju Pemilu 1955 di Surabaya”,  penulisan sejarah ini akan 
mengkaji beberapa hal yang terkait: 
Bab I merupakan bab yang pertama dari penelitian ini meliputi hal-hal yang 
bersifat metodologis, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II membahas gambaran umum mengenai situasi dan kondisi 
perpolitikan nasional dan lokal khususnya Kota Besar Surabaya menjelang 
Pemilihan Umum 1955, kemudian. Selain itu pada bab II ini memerlihatkan 
kondisi rakyat Surabaya dalam menyikapi sosialisasi pemilu yang diadakan oleh 
Panitia Pemilihan Umum pada pemilu lokal di Surabaya.  
Bab III membahas sejarah pembentukan Partai Syarikat Islam Indonesia, 
dimulai dari pembentukan partai, serta asas dan ideologinya. Kemudian berlanjut 
pada bagaimana eksistensi Partai Syarikat Islam Indonesia dalam rangka pemilu 
lokal DPRDS Kota Besar Surabaya, serta bagaimana perjuangan PSII menuju 
pemilihan Parlemen dan Konstituante yang berlanjut pada hasil yang diperoleh 
PSII dalam pemilu nasional di Kota Besar Surabaya.   
Bab IV berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan 
penelitian. 
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BAB II   
KONDISI POL ITIK  MENJE LANG PEMILU 1955 DI SURABAYA 
 
A. Kondisi Per politikan Indonesia Sebel um Pemilihan Umum 1955 
Pada permulaan tahun 1950 sampai dengan 1955 kondisi negara Indonesia 
dipenuhi dengan berbagai permasalahan khususnya masalah politik, dan sosial, 
yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi perpolitikan nasional pada 
masa-masa itu. Wacana mengenai penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu 
topik yang hangat dibicarakan. 
Dalam hal ini terdapat desas-desus mengenai kapan waktu yang tepat 
untuk mengadakan pemilu, karena masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh 
pemerintah Indonesia pasca bergulirnya Agresi Militer Belanda. 
Selain karena adanya dampak baik sosial, politik maupun ekonomi dari 
Agresi Militer Belanda terdapat juga pertentangan yang dipicu oleh anggota 
parlemen lama dari sejumlah partai yang tidak setuju dengan adanya pemilu 
tersebut, karena menurut mereka pelaksanaan pemilu ditengah ketidak stabilan 
politik akan berdampak pada masyarakat luas.1 
Selain itu terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang didalangi oleh 
                                               
 1 Setelah Revolusi Fisik, pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki tercukupinya 
kebutuhan rakyat yang mendasar, karena disebabkan lambannya proses pemulihan ekonomi pasca 
Agresi Militer Belanda serta perluasan kepentingan program-program pemerintah . Hal ini berdampak 
pada peningkatan biaya hidup yang secara langsung berpengaruh besar terhadap kehidupan rakyat 
dimana inflasi terus berlanjut dengan masih belum stabilnya perekenomian pasca perang. M.C. 









sejumlah perwira Angkatan Darat menjadi salah satu dari sekian banyak 
gelombang penolakan yang dilakukan oleh pihak aparat terhadap parlemen lama 
sebelum pemilihan agar segera mempercepat diadakannya pemilihan umum.2 
Tujuan diadakannya pemilihan umum dalam rangka memilih anggota 
Parlemen dan anggota Konstituante, dari berbagai partai-partai yang terdaftar 
pada saat itu. Karena seluruh peluang dari partai-partai peserta adalah sama, 
sehingga banyak menarik minat tidak hanya partai-partai yang sudah ada 
sebelumnya, namun juga wakil-wakil perseorangan yang juga mendaftarkan diri 
pada pemilu yang akan datang tersebut. 
Dalam pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 
ini, pemilih diberikan tanggung jawab penuh dalam penentuan hak suara individu. 
Tanggung jawab pemilu berada dibawah pengawasan Kementerian Kehakiman 
dan Kementerian Dalam Negeri, namun untuk penyelenggaraan tanggung jawab 
pemilu berada ditangan Panitia Pemilihan Indonesia yang tersebar diseluruh 
daerah pemilihan di Indonesia.3 
Kelahiran partai-partai politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 
sistem Demokrasi Liberal Parlementer serta adanya Maklumat Politik Pemerintah, 
pada tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh wakil Presiden 
Mohammad Hatta yang berbunyi:  
                                               
2  Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999). hlm, 
4  
 3 Ibid., hlm, 6 
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Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Naisonal 
Pusat kepada Pemerintah supaja diberikan kesempatan kepada 
rakjat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, 
dengan restriksi, bahwa partai-partai itu hendaknja memperkuat 
perdjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin 
keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang 
telah telah diambil beberapa waktu jang lalu bahwa : 
a. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai  politik karena 
adanja partai-partai  itulah dapat dipimpin ke jalan jang teratur  
segala aliran paham yang ada dalam masjarakat 
b. Pemerintah berharap supaja partai-partai  itu telah tersusun 
sebelum dilangsungkanja pemilihan anggauta Badan-Badan 
Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946 .4 
 
Kemudian Pemerintah menindak lanjuti dengan mengubah sistem 
pemerintahan yang semula menggunakan sistem Presdiensiil kemudian berubah 
menjadi Demokrasi Parlementer, dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 
tanggal 14 November 1945, yang menyebutkan. 
“Pe merintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian 
yang sangat ketat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari  
usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat  sekarang sudah 
tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darur at guna 
menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi, 
yang terpenting dalam perubahan-perubahan sus unan kabinet baru 
itu ialah tanggung jaw ab adalah didalam tangan menteri”. 5 
 
Dengan adanya pernyataan dan keputusan ini pemerintah Indonesia dinilai 
serius terhadap pembaharuan sistem politik di Indonesia kearah yang lebih 
demokratis.  
Wakil-wakil partai politik pada masa itu menyambut dengan antusias 
                                               
4 Fatkhurrohman, Pembubaran Par tai Politik di Indonesia:  Tinjauan Historis Normatif 
Pembubaran PARPOL Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, (Malang: SETARA 
Press, 2010), hlm. 89-90. 
 
5 Ibid  
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mengenai keputusan tersebut yang secara resmi memberikan peluang kepada 
partai-partai yang ada sebelumnya untuk berpartisipasi dalam menyalurkan 
aspirasi politik serta ambisi masing-masing partai dalam memperebutkan suara 
mayoritas di pemerintahan, dengan syarat apabila partainya dapat menduduki 
kursi mayoritas pada masing-masing daerah pemilihan. lebih dari 40 partai dan 
perseorangan yang mengikuti pemilihan umum 1955 antara lain PNI, Masyumi, 
Nahdlatul Ulama, PKI, PSII, dll 
. 
B. Kabinet-K abinet sebelum P emilu 1955 
Kabinet pertama setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat adalah 
Kabinet yang dijalankan oleh Muhammad Natsir, kabinet ini dibentuk pada 
tanggal 21 Agustus 1950 , Natsir sendiri adalah salah satu tokoh Masyumi6 yang 
berhasil menduduki jabatan formatur kabinet atas pilihan Presiden Soekarno. 
Setelah adanya penunjukan tersebut, maka Natsir berusaha membentuk sebuah 
jajaran kabinet yang mencerminkan sifat nasional, dimana Natsir ingin semua 
partai pada masa itu untuk bekerjasama dalam kebinet yang disusunnya. 
Namun ada beberapa permasalahan pada pembentukannya karena adanya 
keinginan dari PNI untuk diberikan jumlah kursi yang sama seperti yang 
diberikan Masyumi dengan jumlah kursi di parlemen berjumlah 18 kursi, dibagi 
rata antara Masyumi dan PNI masing-masing 4 kursi dan 10 kursi sisanya untuk 
                                               
 6  Masyumi dipilih Presiden Soekarno karena jumlah suara dari Masyumi sendiri mayoritas di 
dalam parlemen, mengungguli jumlah suara partai lain. 
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partai-partai yang lain. Langkah ini diambil karena PNI merasa diperlakukan tidak 
adil. PSII sendiri memberikan pendapat bahwa PSII bersedia bekerjasama dalam 
menyusun program kabinet, maupun duduk dalam kabinet itu sendiri.7 
Akhirnya setelah diadakan perubahan-perubahan yang mendasar pada 
formatur kabinet Natsir, pada tanggal 6 September 1950, Natsir menyampaikan 
daftar menteri yang akan duduk di dalam kabinetnya kepada Presiden Soekarno 
dan kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno dalam bentuk Keputusan Presiden 
Ri No. 9 Tahun 1950, dimana PSII yang sebelumnya mendukung kabinet tersebut 
mendapatkan jatah kursi di kementerian, dimana Harsono Tjokroaminoto 
menduduki jabatan Menteri Negara. Didalam kabinet Natsir ini sendiri, PNI dan 
PKI tidak diberi jatah kursi, ini merupakan sebuah tindakan yang sangat berani 
dari Natsir.8 
Kabinet yang dibentuk Natsir dibubarkan karena hilangnya dukungan dari 
partai-partai kecil yang selama ini mendukungnya, selain itu beberapa masalah 
juga terjadi diantaranya adalah adanya pemberontakan yang terjadi di Kalimantan 
Selatan yang gerakannya berafiliasi dengan gerakan Darul Islam Kartosuwiryo, 
selain itu juga adanya permasalahan Irian Barat yang menjadi sengketa antara 
pemerintah Republik Indonesia, dengan Kerajaan Belanda, sehingga dengan 
adanya masalah ini sedikit menyita perhatian, perundingan perdamaian untuk 
                                               
 7  P.N.H. Simanjuntak, Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai 
Reformasi,(Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 108-109. 
 
 8 Ibid, hlm. 110-111. 
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menyelesaikan masalah ini pun berlanjut dengan diadakannya perundingan pada 
tanggal 4 September 1950 namun hasil akhirnya adalah kebuntuan.9 Karena 
pemerintah Kerajaan Belanda tidak mau menyerahkan sejengkal pun tanah Irian 
kepada pemerintah Indonesia, kemudian pada tanggal 22 Desember 1950 Natsir 
mengajukan perundingan dengan tawaran yang lebih menggiurkan kepada 
Kerajaan Belanda, namun usul ini tetap ditolak oleh Belanda dengan berbagai 
alasan, yang akhirnya menurunkan pamor dari Natsir dan kabinetnya sendiri.10  
Namun ada kemajuan yang diperoleh oleh Kabinet Natsir diantaranya 
diterimanya Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 60, 
yang diwakili oleh Mr. Mohammad Roem. Selainitu masalah Interim kabinet juga 
berpengaruh pada proses jatuhnya kabinet Natsir, diantaranya pengunduran diri 
dari Harsono Tjokroaminoto dari PSII karena tidak setuju dengan program yang 
dijalankan kabinet Natsir, selain itu adanya isu Peraturan Pemerintah No. 39 
Tahun 1950 mengenai pembentukan DPRD di Jawa dan Sumatera, dan 
menggantinya dengan Undang-undang yang lebih demokratis. Sehingga 
diajukanlah mosi untuk kabinet Natsir dengan sebutan Mosi Hadikusumo yang 
melahirkan suara diantaranya 76 suara11setuju dan 48 suara12menolak.13 
                                               
 9  Sartono Kartodirdjo, Sejara h Nasional Indonesia VI, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1975), hlm. 85. 
 
 10  Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1998), hlm. 131. 
 
 11 Diantaranya yang setuju adalah PNI, PKI, Buruh Tani, PSII, PIR, Parindra, SKI, Parkindo, dan 
beberapa organisasi yang berhaluan kiri. 
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Kemudian setelah kabinet Natsir jatuh digantikan dengan kabinet Sukiman, 
dimana presiden Soekarno menunjuk wakil PNI untuk menduduki kabinet, 
dimana Mr. Sartono ditunjuk sebagai formatur kabinet setelah mendengar 
pendapat dari beberapa perwakilan partai besar, seperti pada masa kabinet Natsir. 
Namun langkah ini mendapat hambatan karena antara PNI dengan Masyumi 
ternyata berbeda pendapat dan sangat sulit untuk disatukan, karena masalah ini 
Sartono kesulitan dalam mengatur kabinet ini sehingga mandatnya kembali 
dikembalikan ke Presiden Soekarno.14  
Akhirnya ada titik terang dimana Sukiman berhasil mengajukan usulnya 
dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Masyumi dan PNI.15 Wakil-wakil yang 
diikutsertakan dalam kabinet Sukiman antara lain berasal dari partai-partai yang 
terdiri dari Masyumi, PNI, Parkindo, PIR, Katolik, Buruh, Parindra, dan beberapa 
menteri yang berasal dari kabinet Natsir yaitu, M.A Pellaupessy, Djuanda, R.P. 
Suroso, Wachid Hasjim, dan Leimena. 
Kabinet ini dibubarkan karena adanya masalah mengenai Mutual Security 
Act (MSA) dan diajukannya interpelasi oleh Mr. Djody Gondokusumo mengenai 
masalah tersebut. Pada zaman pemerintahan Kabinet Sukiman partai-partailah 
                                                                                                                                      
 12 Perwakilan yang menolak diantaranya adalah Masyumi, Katolik, Partai Rakyat Nasional, 
Demokrat dan beberapa perwakilan non partai. 
  
 13 Simanjuntak, op, cit, hlm. 113-115 
 
 14 Simanjuntak, op, cit, hlm. 116. 
 
 15 Salah satunya dengan syarat Natsir tidak menjadi Perdana Menteri pada kabinet Sukiman. 
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yang memegang pemerintahan diantaranya dari penyusunan program, pembagian 
portofolio, komposisi anggotanya serta pelaksanaan dan pemecahan masalah. Ini 
ironis karena sebenarnya presiden sebagai unsur konstitusi yang harusnya sedikit 
banyak mempengaruhi jalannya pemerintahan, namun arah kebijaksanaannya 
masih dipengaruhi oleh kekuatan antar partai yang berlomba dalam berebut 
kekuasaan dalam pemerintahan.16 
Pada masa Sukiman terjadi juga peristiwa pemberontakan yang terjadi 
oleh Darul Islam yang berada di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan yang dipimpin 
oleh Kahar Muzakar. Selain itu karena adanya tindakan yang dilakukan oleh 
Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo mengenai Mutual Security Act, dimana 
Soebardjo menyampaikan nota kepada Duta Besar Amerika Serikat mengenai 
persetujuan dari pemerintah Indonesia terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh 
Amerika Serikat 17 , tindakan ini merupakan sebuah blunder yang dilakukan 
kabinet Sukiman karena kesalah pahaman antara Ahmad Soebardjo dengan 
Kabinet Sukiman. 18  Oleh karena tindakannya ini maka Menteri Soebardjo 
mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Februari 1952, menyusul dua 
hari kemudian Kabinet Sukiman mengajukan pengunduran diri kepada Presiden 
                                               
 16  Wilopo, Zaman Pemerintahan Parta i-Par tai dan Kelemahan-Kelemahannya, (Jakarta: 
Yayasan Idayu, cetakan ke II, 1978, hlm. 24-25. 
 
 17 Dengan adanya tindakan ini, menyalahi politik luar negeri Indonesia yang “Bebas Aktif” 
dimana tidak akan memihak salah satu Blok, dengan adanya nota tersebut maka secara tidak langsung 
Indonesia menyatakan dukungannya pada salah satu Blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat. 
 
 18 Simanjuntak, Op cit, hlm. 123.  
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Soekarno, dan sejak saat itu pula Kabinet Sukiman bubar. 
Setelah bubarnya Kabinet Sukiman yang dianggap demisioner, kemudian 
ditunjuk Kabinet baru yang dipimpin oleh wakil dari PNI yaitu Mr. Wilopo, awal 
mula terbentuknya kabinet ini karena adanya usaha dari wakil-wakil partai untuk 
membentuk kembali sebuah kabinet baru yang akan menangani pemerintahan. 
Setelah Presiden Soekarno mendengarkan pendapat dari para utusan partai-partai, 
maka Soekarno menunjuk Prawoto Mangkusasmito dan Sidik Djojosukarto yang 
keduanya berasal dari Masyumi serta PNI, mereka berdua berhasil menyusun 
program kerja kabinet namun mereka tidak berhasil dalam penyusunan anggota 
kabinet karena adanya perbedaan pandangan dari keduanya, kemudian mandat 
tersebut kembali di amanatkan kepada Presiden Soekarno, setelah mendapat 
mandat dari perwakilan sebelumnya, Soekarno kemudian segera membentuk 
formateur baru dibawah pimpinan Wilopo dari PNI. 
Akhirnya Soekarno mengumumkan sebuah bentuk Kabinet baru pada 
tanggal 1 April 1952 yang diwakili oleh beberapa partai antara lain Masyumi, PNI, 
PSI, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, dan PSII19 serta, beberapa menteri 
yang sebelumnya merupakan bekas dari Kabinet Sukiman diantaranya Arnold 
Mononutu, Suwarto, Djuanda, Iskandar Tedjasukmana, Leimena, dan R.P. Suroso. 
Program yang dicanangkan oleh Wilopo adalah program yang berkaitan 
dengan masalah sosial ekonomi dan politik salah satunya adalah rencana untuk 
                                               
 19 PSII diwakili oleh Anwar Tjokroaminoto yang menjabat sebagai Menteri Sosial. 
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mengadakan pemilihan umum untuk Konstituante, selain itu program lain yang 
berbasis kemakmuran rakyat juga dicanangkan dengan peningkatan produksi 
nasional20, pendidikan dan pengajaran, serta program yang berkaitan dengan 
urusan luar negeri yang bertujuan memantapkan posisi Indonesia dalam rangka 
menjalankan politik “Bebas Aktif”.21  
Pada kabinet Wilopo, masalah politik yang terjadi yaitu dengan timbulnya 
beberapa permasalahan diantaranya adalah Tragedi Tanjung Morawa yang 
mengakibatkan jatuhnya korban rakyat sipil. Selain itu juga terjadi peristiwa 17 
Oktober 1952 yang diakibatkan karena adanya perbedaan pendapat dalam 
menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan maupun pucuk 
pimpinan Angkatan Darat yang berujung pada penangkapan anggota parlemen dan 
terjadinya demonstrasi yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia.22 namun 
pada masa kabinet Wilopo disahkan undang-undang yang mengatur tentang 
regulasi pemilihan umum yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 1953.23 
Kabinet pengganti Wilopo adalah kabinet yang diketuai oleh Ali 
Sastroamidjojo yang kemudian disebut dengan Kabinet Ali jilid I. Didalam 
rapatnya dimana Presiden Soekarno ikut serta, partai-partai saling menyatakan 
                                               
 20  Salah satunya adalah dengan menaikkan derajat kaum buruh yang tertindas, demi 
memantapkan usaha produksi nasional. 
 
 21 Simanjuntak, Op, cit, hlm. 128-129. 
 
 22 Ibid, hlm. 134. 
 
 23 Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2009), hlm. 13. 
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pendapatnya antara lain Masyumi yang menginginkan adanya Kabinet 
Presidensial yang diketuai Hatta, namun ditolak PNI, PNI sendiri menyatakan 
pendapat sebaiknya dibentuk sebuah kabinet yang ditangani oleh ahli namun tetap 
bertanggung jawab kepada parlemen. Dari berabagai partai yang mengikuti 
masing-masing menyatakan pendapatnya yang akhirnya malah membuat suasana 
menjadi semakin kacau24. 
Setelah terjadi banyak pertentangan, maka pada tanggal 30 Juli 1953, 
kabinet baru disahkan oleh Presiden Soekarno yang diwakili oleh PNI, PIR, NU, 
PSII25, SKI, PRN, Partai Buruh, BTI, Parindra dan beberapa menteri dari kabinet 
Wilopo. Dalam pembentukan kabinet ini Masyumi tidak dilibatkan dan tidak 
mendapat jatah kursi di kabinet. 
Program yang dicanangkan oleh Kabinet ini bermacam-macam 
diantaranya meliputi kemanan dalam negeri, kemakmuran negara yang termasuk 
didalamnya adalah kemakmuran rakyat, organisasi negara, peraturan 
perundang-undangan, masalah Irian Barat, politik luar negeri serta diadakannya 
pemilihan umum yang dinanti-nantikan oleh rakyat yang berhasil pada kabinet Ali 
                                               
 24  Ini dikarenakan adanya pengalaman oleh kabinet sebelumnya yang masih banyak 
meni9nggalkan masalah mendasar salah satunya adalah Peristiwa Tanjung Morawa. 
 
 25 Didalam kabinet ini, PSII diwakili oleh Abikusno Tjokrosujoso, dan Sudibjo yang masing 
masing memegang Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Negara. Namun 
terjadi perombakan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I dimana sebelumnya Sudibjo yang merupakan 
wakil PSII diganti Wongsonegoro untuk jabatan Menteri Negara, kemudian Wongsonegoro 
mengundurkan diri dan terjadi kekosongan pada posisi wakil PM I dan Menteri Negara bercabang 
menjadi Menteri Negara Urusan Agraria dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Negara. Kemudian 
Dr. Lie Kiat Teng diangkat sebagai Menteri Kesehatan dari wakil PSII menggantikan F.L Tobing yang 
sebelumnya menjabat jabatan yang sama. 
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Sastroamidjojo jilid I ini. 
Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh karena adanya pertentangan dari 
partai-partai oposisi yang merongrong kewibawaan kabinet tersebut, selain itu 
masalah dalam negeri yang semakin kacau dengan adanya gerakan Darul Islam di 
Aceh pimpinan Daud Beureuh, selain itu prestasi yang ditorehkan adalah adanya 
langkah penyelesaian dalam permasalahan Irian Barat, serta dihapuskannya Uni 
Indonesia-Belanda pada tanggal 10 Agustus 1954, selain itu adanya peran aktif 
Indonesia di dunia internasional dalam meredakan gejolak Perang Dingin dengan 
memprakarsai KAA26. Masalah yang terjadi di dalam kabinet sebenarnya cukup 
kompleks, karena adanya ketidak setujuan beberapa partai terhadap beberapa 
menteri yang terlalu mementingkan golongannya sendiri, salah satunya adalah 
yang terjadi pada Menteri Perekonomian Iskaq Tjokroadisurjo27. 
Selain itu isu lain yang dipermasalahkan oleh partai oposisi adalah tentang 
diselenggarakannya pemilihan umum yang pada kabinet sebelumnya sudah 
dirancang dan direncanakan, Kabinet Ali Sastroamidjojo memberikan tenggat 
waktu selama 18 bulan, namun oleh partai-partai oposisi waktu 16 bulan dirasa 
terlalu lama, mereka berpikir bahwa waktu yang lama tersebut bisa saja 
                                               
 26 KAA merupakan suatu upaya yang dilaksanakan Indonesia beserta India, Pakistan, Birma, 
Srilanka, dan beberapa negara lain dalam mencegah perang antara Blok Barat dengan Blok Timur yang 
pada saat itu mengancam keutuhan seluruh dunia internasional, karena adanya perebutan ruang 
ideologi antara Amerika Serikat dengan sekutunya melawan Uni Soviet dengan sekutunya setelah 
kemenangan mereka bersama dalam mengalahkan Jerman Nazi. Konferensi Asia-Afrika ini 
dilaksanakan pada tanggal 18-24 April 1955 yang diikuti sekitar 29 negara Asia dan Afrika. 
 
 27 Masalah ini terjadi karena adanya semboyan dari Iskaq yaitu “dari ekonomi kolonial menjadi 
ekonomi nasional” yang menurut partai-partai oposisi merupakan sebuah langkah yang hanya 
menguntungkan orang-orang PNI. 
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dimanfaatkan oleh partai-partai pemerintah semisal PNI, PIR, dan NU untuk 
memenangkan kursi pemerintahan kembali, akhirnya semua dapat diselesaikan, 
karena tanggal pemilihan umum sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 29 
September dan 15 Desember 1955. Selain dari partai oposisi, ternyata di dalam 
kabinet sendiri ada friksi yang terjadi diantaranya adanya kecaman NU dan PSII 
yang menginginkan digantinya menteri-menteri diantaranya menteri 
perekonomian, keuangan dan dalam negeri. Setelah terjadinya berbagai kecaman 
dari dalam dan dari luar, pada tanggal 24 Juli 1955, Kabinet Ali dinyatakan 
demisioner. 
 
C. Kondisi Politik Sur abaya Sebelum Pemilu 1955   
Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, yang juga 
menyandang sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur yang kompleks baik secara 
kultural, sosial maupun politik sehingga, tidak salah apabila Surabaya menjadi 
basis suara yang menguntungkan bagi partai-partai yang berhasil memperoleh 
mayoritas suara dari masyarakat Surabaya pada pemilu 1955. Selain karena kultur 
budaya masyarakat Surabaya yang heterogen dan cenderung ke arah masyarakat 
urban,28 dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan unsur-unsur 
politik.. 
Pada awal tahun 1950 sebagian besar masyarakat Surabaya masih belum 
                                               
 28 Howard Dick, Surabaya City of Work: A Socio Economic History 1900-2000, (Athens: Ohio 
University Press, 2002), hlm. 60-61. 
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akrab dengan adanya permasalahan politik, dikarenakan masyarakat masih 
berfokus pada masalah social dan ekonomi semenjak berakhirnya perjuangan 
revolusi, selain itu karena pada masa-masa tersebut, usaha mengenai 
penyelenggaraan pemilihan umum masih sekedar wacana bagi kabinet 
Muhammad Natsir.  
Setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, terdapat pemilhan 
umum dimana dilaksanakan untuk memilih anggota pada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Sementara yang dilaksanakan di beberapa kota-kota Indonesia, 
salah satunya adalah di Surabaya. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya 
dibentuk pada tanggal 4 Desember 1950, dan pada tanggal 7 Desember 1950 
wakil-wakil rakyat yang duduk dalam perwakilan diresmikan. Pembentukan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara ini dibentuk atas dasar Peraturan 
Pemerintah No.39 Tahun 1950, yang berisi tentang diperlukannya pembentukan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahannya untuk 
seluruh daerah di Indonesia. Didalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa, 
tidak hanya wakil-wakil partai saja yang duduk dalam kursi DPRDS namun 
terdapat juga anggota perseorangan yang diikutsertakan dalam pemilihan DPRDS 
ini.29 
Anggota DPRDS Provinsi Jawa Timur pada saat itu berasal dari beberapa 
                                               
 29  Diantaranya adalah berbagai perwakilan dari beberapa organisasi buruh, petani, pemuda, 
wanita, dan sosial yang mewakili DPRDS pada periode tahun 1950-an. 
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perwakilan kabupaten atau kota diantaranya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dan 
Jombang. Surabaya sendiri karena merupakan ibukota provinsi, mendapat jatah 
sebanyak 35 orang bersama dengan Mojokerto yang mendapat jumlah yang 
sama.30 
Kota Besar Surabaya sampai pada akhir bulan September tahun 1950 
mrmpunyai jumlah penduduk sebanyak 656.452 jiwa31 yang dibagi menjadi dua 
golongan yaitu golongan bumiputera dan golongan non bumiputera, yang tersebar 
di 6 kecamatan yaitu, kecamatan Krembangan, Kranggan, Kupang, Ketabang, 
Kapasan serta Nyamplungan, dari jumlah ini dalam pemilihan tersebut, dari satu 
suara diwakili oleh 10.000 suara. 
Oleh karena itu jika dipandang dari sudut politis keunggulan jumlah satu 
suara dalam pemilihan sangat berharga sehingga jika dalam suatu perwakilan 
partai didalam pemerintahan suara yang ada tidak mencukupi atau kurang dari 
jumlah minimal suara, maka langkah yang ditempuh partai atau organisasi 
tersebut akan cenderung pasif. Seperti yang diketahui bahwa Dewan Perwakilan 
Rakyat merupakan suatu gelanggang politik demi menempuh cita-cita kekuasaan 
dan nama besar partai didalam mendapatkan keunggulan dalam parlemen. Maka 
dari itu partai-partai yang berkompetisi akan berlomba mendapatkan suara 
terbanyak. 
                                               
 30 Sjamsu Koesmen dan Pangestu B.W, Buku Petundjuk Kota Besar Surabaya, Surabaya: 
Djawatan Penerangan, 1957, hlm. 148. 
 
 31 Ibid, hlm. 149. 
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Dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Besar Surabaya ada 
beberapa hal yang menjadi kendala, diantaranya ada 7 partai atau organisasi yang 
masih belum mempunyai wakil. Dengan adanya permasalahan tersebut maka 
pemerintah dengan menunjukan itikad baik memberikan tambahan 7 kursi pada 
partai-partai tersebut agar dapat bersama-sama duduk dalam kursi pemerintahan 
sehingga jumlah kursi dalam Dewan Perwakilan Daerah Sementara bertambah 
menjadi 32 kursi di dewan. 
Dalam pemilihan ini beberapa partai yang ikut diantaranya adalah PNI, 
Parindra, Murba, PSI, Masyumi, Partai Banteng, Partai Rakyat, I.N.P., Parkindo, 
Partai Katholik, serta Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). PSII sendiri diwakili 
oleh Dachlan Kahar. Suara yang diperoleh PSII tidak cukup banyak karena PSII 
sendiri hanya memperoleh satu suara dalam pemilu lokal tahun 1950 di Surabaya.  
Dengan adanya rencana mengenai akan diadakannya pemilihan umum 
oleh kabinet pada masa itu yaitu pada masa kabinet Ali Sastroamidjodo, rencana 
untuk memulai kampanye pun dilaksanakan, karena pada kabinet Ali ini rencana 
untuk melaksanakan pemilu sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tidak salah 
apabila pada tahun-tahun ini suasana semakin ramai dengan adanya rencana 
pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 1955. 
Surabaya sebagai salah satu kota penyelenggara pemilu menyambutnya, 
karena masyarakat Surabaya yang telah terdaftar dapat terlibat secara langsung 
dalam pemilihan yang bersifat demokratis, karena pemilihan umum 1955 
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merupakan pemilihan nasional yang pertama kali yang melibatkan seluruh elemen 
masyarakat Indonesia. 
Langkah-langkah yang ditempuh partai-partai politik pada masa itu adalah 
dengan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dimana tujuan dari 
masing-masing partai adalah mendapatkan kursi mayoritas di parlemen. Sehingga 
banyak dari partai-partai tersebut melakukan cara-cara agar partai-partai 
saingannya tidak memperoleh simpatisan.32 
Semenjak adanya berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
lingkup sosial maupun politik secara nasional, khususnya setelah dibubarkannya 
Republik Indonesia Serikat, masyarakat Indonesia perlahan-lahan mulai tertarik 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia perpolitikan.. Masyarakat 
berbondong-bondong ikut larut secara langsung dalam organisasi-organisasi 
onderbouw partai maupun aktif langsung dengan partai-partai yang pada saat itu 
ada, dengan semangat masyarakat dalam menyambut pemilihan umum maka 
merekapun dapat merasakan atmosfer persaingan antar partai politik yang ada, tak 
ketinggalan juga masyarakat desa pun tertarik untuk ikut aktif berpolitik dalam 
organisasi yang didirikan oleh partai politik.33 
Ketika dewan-dewan legislatif pada tingkat propinsi dan kabupaten 
                                               
 32  Widjanarko Puspoyo, Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009, 
(Jakarta: Adicitra Intermedia, 2012), hlm. 43. 
 
 33  Imam Suhadi, Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977, Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi, 
(Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1981) hlm. 70. 
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dibentuk di berbagai wilayah Jawa dan Sumatra sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 39/1950, cabang-cabang partai atau afdeling partai yang ada di 
daerah dijadikan dasar perwakilan partai, karena dengan adanya cabang partai 
maka akan mempermudah tugas-tugas partai dalam menyampaikan hal-hal yang 
berkaitan dengan kepentingan partai dalam penyampaianya ke masyarakat. 
Karena pertarungan partai yang ada telah sampai di daerah-daerah yang 
lingkupnya lebih kecil, dan berpengaruh pada pemilihan dan pengangkatan kepala 
daerah di daerah tersebut.34 
Metode yang digunakan partai-partai peserta pemilu pada saat itu beragam, 
hal ini dilakukan demi menarik simpati warga masyarakat Surabaya, metode yang 
umum digunakan adalah mendatangkan pimpinan-pimpinan partai dan organisasi, 
mengadakan rapat dan pertemuan yang melibatkan kawula muda, ceramah umum 
di lapangan, pemutaran film, perayaan ulang tahun partai, perayaan hari besar 
agama serta pertunjukan teater rakyat seperti ludruk dan wayang yang menjadi 
kesenian yang digandrungi masyarakat Surabaya pada saat itu.35 PSII sendiri 
pada masa itu menggunakan metode yang lebih bersifat keagamaan dengan 
memanfaatkan ideologi Islam sebagai penarik simpati massa pada saat itu.  
Dengan maksud untuk memperoleh dukungan suara yang besar maka 
partai-partai politik sibuk memperluas pengaruh pada kelompok-kelompok sosial 
                                               
 34  Herbert Feith, Pemilihan Umum di 1955 Di Indonesia, (Jakarta, Kepustakaan Populer 
Gramedia, 1999), hlm 12 
 
 35 Rendy Radyatma, Skripsi Pertarun gan Kampanye PKI, Nahdlatul Ulama, Dan Masyumi 
Menjelang Pemilu 1955 Di Surabaya, (Surabaya; Universitas Airlangga, 2014), hlm. 34.  
 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA





yang kuat, sehingga persaingan-persaingan yang terjadi pada saat itu paling 
banyak terjadi di kota-kota besar, kota karesidenan dan kota kabupaten36 tidak 
terkecuali yang terjadi di Surabaya. 
Pemasangan tanda gambar sebagai salah satu sarana para kader untuk 
mengenalkan partainya menjelang pemilihan umum, pemasangan tanda-tanda 
gambar berukuran besar di sudut-sudut jalan protokol di Surabaya 37  serta 
lembaran pamflet-pamflet yang ditempel di transportasi umum, jalan-jalan kota 
serta desa, bangunan-bangunan umum maupun pemerintahan, serta iklan-iklan 
yang terdapat pada surat kabar, kalender, maupun bioskop.38  
Dalam mencapai ambisi kekuasaanya antar anggota partai memberikan 
dukungan yang seluas-luasnya demi eksistensi partainya pada Pemilihan Umum 
yang akan datang, salah satunya adalah persaingan yang dilakukan oleh PNI, 
Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI dengan slogan-slogan mereka yang 
persuasif maupun yang intimidatif diantaranya adalah yang diutarakan oleh PKI 
dimana mereka menyuarakan slogan yang berbunyi PNI partai priyayi, Masyumi 
dan NU partai santri, tetapi PKI adalah partai rakyat.39 Hal ini berkaitan langsung 
dengan PSII yang notabene merupakan partai yang berbasis Islam, persaingan 
                                               
 36 op.cit , hlm 11 
 
 37 Kumpulan Foto Koleksi Djapen, Jal an Raya Penuh Dengan Tanda Gambar Peser ta Pemilu 
Surabaya , nomor IA-55, 204 
 
 38 Ibid, hlm. 22. 
 
 39  Ibid, hlm 22. 
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diantara merekapun merupakan hal yang biasa pada masa-masa sebelum 
pemilihan umum. 
PKI adalah salah satu partai yang agresif dalam berkampanye, salah 
satunya dengan menggerakan beberapa elemen dalam partai diantaranya 
diantaranya dari Comite Seksi (CS) di tingkat Kota Besar, Comite Sub Seksi (CSS) 
dan Comite Ranting (CR) serta  dari lingkungan pabrik 40  selain melalui 
pertemuan-pertemuan dengan anggota partai, PKI juga melakukan pemasangan 
tanda gambar partai di kampung-kampung yang kadang menimbulkan 
gesekan-gesekan dengan warga masyarakat atau dengan partai lain khususnya 
Masyumi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di kelurahan Kebondalem 
dimana warga masyarakat disana tidak mau di PKI-kan.41 
Selain itu, banyak hal dilakukan oleh partai-partai peserta pemilu demi 
mendapatkan simpati massa pada saat kampanye diantaranya adalah dengan 
melihat pranata-pranata sosial yang berlaku di masyarakat, antara lain dengan 
mendirikan organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi sosial yang 
tidak bisa dijalankan masyarakat khususnya pada masyarakat pedesaan.42 
 
                                               
 40  Sri Margana dan M. Nursam (ed), Kota-kota di Jawa : Identitas Gaya Hidup dan 
Permasalahan Sosial dalam artikel Memerahkan Kota Pahlawan : Pergulatan Parta i Komunis 
Indonesia di Kota Surabaya 1955-1965 oleh Purnawan Basundoro (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 
272. 
 
 41 Ibid, hlm 272-273. 
 
 42 Ibid, hlm 54. 
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D. Sosialisasi dan  Persiapan Pemilu di Sur abaya 
Demi mencapai terselenggaranya pemilu dengan lancar, maka diadakanlah 
sosialisasi pemilu yang bertempat di beberapa gedung-gedung pemerintahan Kota 
Besar Surabaya, sosialiasi ini diadakan demi tercapainya kelancaran dalam proses 
pemilu, dalam hal ini masyarakat Surabaya antusias dengan sosialisasi yang 
diadakan oleh Panitia Penyelenggara Pemilu Kota Besar Surabaya. 
Dalam satu kesempatan pembicara membicarakan hal-hal yang akan 
terjadi selama pemilu dan tata cara dalam memilih calon-calon anggota parlemen 
dan konstituante, masyarakat menyambutnya dengan antusias terlihat dengan 
ramainya gedung tersebut oleh elemen masyarakat Surabaya, sosialisasi mengenai 
Pemilihan Umum 1955 ini terlihat pada foto koleksi Arsip Jawa Timur tertanggal 
















                                               
 43 Koleksi Foto Djawatan Penerangan : 1A 54.33 dan 1A 54.34 dalam buku Pemilu 1955 di Jawa 
timur: Dalam Kumpulan Foto (Surabaya: Badan Arsip Provinsi Jawa Timur, 2003) hlm. 15.  
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Sumber: Arsip Djawatan Penerangan (IA.54, 33 & 34) 
 
Selain itu pemerintah dalam kapasitasnya sebagai paniia penyelenggara 
pemilu melakukan peraturan pemungutan suara yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei 
1954 yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih P3. Jangka waktu dalam 
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pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut:44 
1. 1 Mei – 15 September 1954, 
Dimulai pendaftaran pemilih dimana petugas pendaftar mendatangi 
rumah-rumah pemilih. 
2. 1 Oktober – 1 November 1954 
Daftar-daftar pemilih sementara diumumkan, pemilih-pemilih jang belum 
terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada kantor P3. 
3. 15 November – 22 September 1954 
Sesudah pengesahan daftar pemilih, pemilih-pemilih jang belum tertjatat diberi 
kesempatan mendaftarkan dalam daftar tambahan. 
Dengan dilaksanakannya persiapan dalam menghadapi pemilihan umum 
yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 29 September 1955 maka 
pemerintah provinsi Jawa Timur yang berkantor di Kota Besar Surabaya, akan 
melaksanakan pendistribusian kotak suara dan sosialisasi pemilihan umum yang 
tersebar di seluruh provinsi, tak terkecuali di tempat-tempat terpencil seperti di 
Madura dan pulau-pulau sekitarnya.  
Maka dari itu Achmad Sjaichu selaku anggota Panitia Pemilihan Jawa 
Timur sesuai dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur 
akan mendapatkan tiga puluh empat buah mobil dan satu buah kapal bermotor 
yang akan digunakan sebagai transportasi yang akan digunakan oleh panitia PPU 
                                               
 44 Sjamsu Koesmen, op, cit, hlm.190. 
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selama berlangsungya pemilihan umum yang akan dilaksanakan dua kali 
tersebut.45 
Petugas-petugas yang dipilih selain dari panitia juga ada dari wakil-wakil 
partai yang ditunjuk oleh partai untuk membantu terselenggaranya pemilihan 
umum secara demokratis. Namun nyatanya ditemukan beberapa pelanggaran yang 
dilakukan oleh kader partai tersebut.  
Penunjukan panitia pemilihan umum telah dibentuk, yaitu dengan 
menunjuk beberapa anggota yang berasal dari partai-partai besar, yang sudah 
ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam 
Negeri, dimana Walikota Kota Besar Surabaya ditunjuk sebagai Ketua, kemudian 
R. Poeger (PNI-Wakil Ketua), R. Moh. Selamat Poespodiwirjo 
(Masyumi-Amggota), H. Abdullah Faqih (Nahdlatul Ulama-Anggota), Soenarjo 
Umar Siddiq (PRI-Anggota), Doeladi Adikusumo (PSI-Anggota) serta Moh. 
Sarkawi Prasetya (PKI-Anggota. Instruksi ini berdasarkan pasal 22 
Undang-Undang No.7 tahun 1953 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.46 
Selain itu petugas akan disebar ke seluruh provinsi untuk melancarkan 
terselenggaranya pemilihan umum, fasilitas yang disediakan oleh panitia 
pemilihan umum selain mobil dan kapal boot adalah sepeda onthel yang 
digunakan untuk perhubungan jarak dekat. Jumlah yang disediakan oleh panitia 
                                               
45 “Djawa Timur akan dapat 34 mobil dan 1 motor-boot untuk tugas pemilihan umum”, dalam 
Terompet Masjarakat, edisi 10 Djanuari 1955. 
 
46 Surabaya Post, “P anitya Pemilihan S’baja telah terbentuk, Dari Partai -parta i besar tapi 
sebagai  perseoranga n”, edisi 26 November 1953. 
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lebih kurang 3000 unit.47 
Gedung yang akan digunakan sebagai kantor pemilu berada di Balai Harta 
Peninggalan Kota Besar Surabaya Dewan Perwalian Surabaya yang membawahi 
beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur.48 
 
Gambar 2.2 
Gedung Balai Harta Peninggalan yang menjadi Kantor Pe milihan Umum 
Provinsi Ja wa Timur di Surabaya tahun 1954 
 
 
Sumber: Arsip Djawatan Penerangan 
 
 Antusiasme masyarakat Surabaya dalam menyambut waktu pendaftaran 
pemilih dirasa masih kurang, dikarenakan para panitia pemilihan umum banyak 
                                               
 47 Ibid, “Djawa Timur akan dapat.... 
 
 48 Koleksi Foto, Op,cit, hlm. 3. 
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yang kecewa dengan sambutan masyarakat di daerah perkotaan. 
Salah satu contohnya adalah petugas-petugas banyak mendapati beberapa 
rumah yang kosong dan sengaja ditinggalkan oleh para penghuninya. Namun 
petugas PPU tidak kehilangan akal, mereka akan meninggalkan pesan berupa 
surat pemberitahuan kepada pemilik rumah, agar segera datang ke kantor Panitia 
Pendaftaran Pemilih untuk didaftarkan namun setelah beberapa hari ditunggu, 
hanya sedikit dari mereka yang datang ke kantor PPU tersebut untuk didaftarkan 
sebagai pemilih.49  
Berbeda dengan antusiasme warga perkampungan di Surabaya yang 
menyambut positif akan kedatangan para petugas pendaftaran. Petugas  tidak 
kesulitan dalam mendatangi satu persatu rumah warga dikarenakan antusiasme 
warga perkampungan di Surabaya yang tinggi, dibandingkan dengan warga 
perkotaan Surabaya.  
Selain dikarenakan tingginya antusiasme warga perkampungan, faktor lain 
yang mendukung adalah kemudahan akses ke lokasi sosialisasi karena letaknya 
berdekatan ladang-ladang dan sawah milik warga perkampungan, sehingga 
petugas dapat dengan mudah mendata dan mendaftarkan warga perkampungan 
untuk mendapatkan hak suara mereka dalam pemilihan umum 1955. Berbeda 
dengan warga perkotaan yang cenderung larut dalam kesibukan pekerjaan 
sehingga petugas cenderung menemui kendala dalam pendataan dan 
                                               
49 Sjamsu Koesmen ibid, hlm. 190. 
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Warga kampung-kampung di Surabaya merasa dengan kedatangan petugas 
menyampaikan segala keluh-kesah yang berkaitan dengan apa yang mereka 
hadapi selama ini, terutama mengenai permasalahan sosial dan ekonomi yang 
berada di kampungnya.51 berbeda dengan sebagian besar masyarakat perkotaan 
yang cenderung acuh terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia 
politik. Jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap berdasarkan catatan 
Panitia Pemilihan dan Pendaftaran Kota Besar Surabaya sebanyak 367.791 
pemilih.52 
                                               
50 Ibid, hlm. 190. 
 
51 Wawancara dengan Bey Arifin, pada tanggal 25 Januari 2016 di Kantor Cabang Sarekat Islam 
Surabaya.Jl. Padmosusastro No 23 Surabaya 
 
 52  Sjamsu Koesmen, Ibid, hlm. 191. 
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  BAB III 
PERG ULATAN PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA PADA 
PEM ILU 1955 DI KOTA BE SAR SURABAYA 
  
A. Awal Mula Pembentukan  PSII  
Partai Syarikat Islam Indonesia merupakan pengembangan dari organisasi 
Sarekat Islam yang sudah berdiri sejak tahun 1905, dan menjadi salah satu partai 
dari beberapa partai yang menjadikan Islam sebagai basis ideologi pada pemilu 
1955, selain Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PERTI. 
Dalam perkembangannya Sarekat Islam merupakan salah satu pelopor dari 
berbagai gerakan kebangsaan di Indonesia, bersama dengan Budi Utomo. Sarekat 
Islam sendiri mengambil Islam sebagai basis ideologi, berbeda dengan Budi 
Utomo yang bersifat kedaerahan. Sarekat Islam bersifat transprimordial, 
multietnik, serta ideologis, dimana sebagai gerakan masif Islamis, Sarekat Islam 
berperan dalam menentang segala bentuk penjajahan dan perlakuan tidak adil oleh 
bangsa-bangsa asing.1 
Dengan semakin banyaknya anggota yang bergabung kedalam Sarekat 
Islam, dan arah gerakan politik semakin jelas dalam membela hak-hak kaum 
pribumi maka pada tahun 1930, Sarekat Islam melebur menjadi sebuah gerakan 
politik yang kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia.  
                                                        
1   Valina Singka Subekti, Part ai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga 
Konflik Kekuasaan Elite, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 1.  
 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PARTAI SYARIKAT ISLAM... DENI HARYANTO
50 
Pada masa-masa awal pembentukannya banyak tokoh yang berasal dari 
Partai Syarikat Islam Indonesia, diantaranya adalah Haji Agus Salim, Abdul Muis, 
Arudji Kartawinata, Mohammad Roem, Abu Hanifah, Anwar Tjokroaminoto, dan 
Harsono Tjokroaminoto2 mereka semua adalah negarawan terkemuka dan menjadi 
tokoh kebangsaan Indonesia.  
Berdirinya Sarekat Islam tidak bisa dilepaskan dengan adanya Sarekat 
Dagang Islam yang merupakan organisasi dagang yang menaungi pengusaha batik 
Jawa dalam persaingan dagang dengan pengusaha Cina3, yang didirikan pada 
tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Surakarta Jawa Tengah. 4 
Kemudian pada tahun 1909 berdiri juga cabang Sarekat Dagang Islam di Batavia 
dan Buitenzorg (Bogor) oleh  R.M. Tirtoadhisuryo. Selang tiga tahun kemudian 
H.O.S. Tjokroaminoto yang dibantu oleh Hasan Ali Sur’ati mendirikan cabang 
yang sama di Kota Surabaya. Pada masa kepemimpinan dari Tjokroaminoto lah 
                                                        
2  Ibid, hlm. 2.  
 
3  Pedagang-pedagang Cina mengambil banyak keuntungan dari fasilitas yang diberikan 
oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, terutama komoditi kain Batik yang dijual juga oleh 
para pedagang-pedagang dari Jawa, pada saat itu pedagang Cina memegang peranan sebagai 
pemilik sekaligus penjual kain Batik, sedangkan pedagang Jawa tidak dapat menjual sendiri 
bahkan mau tidak mau harus membeli ke pedagang Cina, hal inilah yang menimbulkan gesekan 
dengan pedagang-pedagang Jawa. 
 
4  Banyak versi yang meragukan akan hari kelahiran dari Sarekat Islam, menurut bebrapa 
versi kelahiran Sarekat Islam adalah sesudah berdirinya organisasi Budi Utomo, namum seperti 
yang dikutip dari pernyataan Haji Samanhudi sendiri selaku founding father dari Syarikat Dagang 
Islam adalah tanggal 16 Oktober 1905 berikut adalah kutipan dari Haji Samanhudi sendiri; 
“Dengan Ikhlas untuk kemurnian sejara h pergerakan Indonesia dengan ini saya terang kan bahwa 
SDI lahir pada tanggal 16 Oktober 1905 di rumah saya di kampung Sondakan, Solo dengan 
delapan orang teman, yaitu: Saudara Sumowardoyo, Wiryotirto, Suwandi, Suropranoto, Jarmani, 
Harjosumarto, Sukir, dan Martodikoro”. M.A. Gani, Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syari kat 
Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1984), hlm. 10.  
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Sarekat Islam dapat berkembang pesat dan menjadi organisasi yang berpengaruh 
dan mempunyai jumlah keanggotaan massa hingga mencapai ratusan ribu orang.5  
Namun ada pendapat lain yang beranggapan bahwa Tjokroaminoto 
merupakan salah satu tokoh yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya 
organisasi Sarekat Islam, yaitu karena selain  peran dari Tjokroaminoto, Sarekat 
Islam merupakan sebuah gerakan modern Islam yang memindahkan peran dan 
karisma ulama dan kyai yang biasanya memiliki banyak pengikut dari kalangan 
perdesaan berubah menuju ke arah perkotaan akibat adanya organisasi Sarekat 
Islam, karena pendapat umum mengatakan bahwa Tjokroaminoto dianggap 
sebagai Ratu Adil yang sangat memegang peranan dalam menggerakan 
pertumbuhan jumlah anggota Sarekat Islam pada masa itu.6 
Cabang Sarekat Islam Surabaya mendirikan sebuah gerakan Jawa Dwipa 
dimana menentang penyebutan-penyebutan feudal seperti penyebutan Raden, 
Raden Mas, Bendoro dan lain-lain, hal ini dilakukan karena tidak sesuai dengan 
ajaran-ajaran Islam dengan terlalu mengistimewakan manusia.7 
Perubahan nama Sarekat Islam menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia 
melalui beberapa tahap diantaranya dengan diselenggarakannya kongres Natico 
(National Indische Congress) yang diadakan di Surabaya pada tahun 19218 yang 
                                                        
5   Dony Fahamsyah Setia Budi, Dinamika Sarekat Islam Surabaya (1912-1921),  
(Surabaya: Skripsi Fakultas Ilmu Budaya, 2012), hlm. 24. 
 
6  Mohammad Iskandar dkk, Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 
Indonesia, (Jakarta; Putra Prima, 2000), hlm. 48. 
 
7 M. Masyhur Amin, Syarikat Islam: Obor Kebangkitan Nasional 1905-1942). Yogyakarta; 
Al Amin Press, 1996, hlm. 41. 
 
8 Kongres Natico atau National Indische Congress dilaksanakan dalam enam tahap, pada 
tahap pertama yang dilangsungkan pada tanggal 17-24 Juni 1916 berhasil mengumpulkan 
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merubah haluan organisasi menjadi sebuah partai dan merubah namanya menjadi 
Partai Syarikat Islam Hindia Timur,9 dalam hal ini pemakaian dan penggunaan 
kata nasional dalam pertemuan resmi organisasi, mencerminkan adanya upaya 
dari para pemimpin Sarekat Islam untuk menyebarkan dan menegakkan cita-cita 
sebagai suatu bangsa yang bersatu selain itu adanya upaya dari para pemimpin 
Sarekat Islam agar orang-orang pribumi dapat secara aktif ikut berpolitik. 
Kemudian setelah diadakannya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah 
Pemuda pada tahun 1928. Kemudian dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 1930 
Partai Syarikat Islam Hindia Timur berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam 
Indonesia, dengan penggantian nama menjadi Indonesia yang sebelumnya 
menggunakan nama Hindia Timur, menegaskan kepada seluruh masyarakat 
Indonesia bahwa garis ideologi perjuangan Partai Syarikat Islam berasaskan 
kebangsaan Indonesia. 
Seperti yang diketahui Sarekat Islam merupakan organisasi tertua yang 
mampu bertahan melalui empat masa, yaitu masa kolonial, masa Orde Lama, 
masa Orde Baru, kemudian masa awal reformasi. 10  Dimana pada masa awal 
reformasi Partai Syarikat Islam Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu; Partai 
Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 dimana 
                                                                                                                                                        
perwakilan Sarekat Islam lokal sebanyak 80 perwakilan cabang yang mewakili sebanyak 380.000 
anggota, dari kongres pertama ini memutuskan bahwa Tjokroaminoto bertindak sebagai ketua, dan 
Abdul Muis bertindak sebagai wakil ketua. 
 
9  Pemakaian nama Hindia Timur ini dipakai karena belum adanya kesepakatan mengenai 
kata Indonesia sebagai sebuah bangsa oleh organisasi-organisasi pada masa itu, pemakaian kata 
Indonesia secara resmi digunakan setelah adanya Kongres Pemuda dan dilaksanakannya Sumpah 
Pemuda pada tahun 1928 yang memakai kata Indonesia sebagai sebuah kesatuan tanah air, bahasa, 
bangsa. 
10  op,cit, hlm. 33.  
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keduanya mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999 pasca jatuhnya rezim Orde 
Baru.11 
Ideologi yang digunakan oleh Partai Syarikat Islam Indonesia adalah 
ideologi yang berasaskan Islam dimana dalam hal ini partai mengedepankan 
prinsip-prinsip dasar keislaman sebagai dasar ideologi dan tujuan partai. Islam 
digunakan oleh para elite-elite12 partai sebagai jalan dalam menjaring massa yang 
sebanyak-banyaknya, seperti yang diketahui bahwa Islam adalah agama mayoritas 
di Indonesia sampai sekarang. Maka dari itu Partai Syarikat Islam Indonesia 
memanfaatkan jumlah mayoritas penduduk Indonesia sebagai sebuah langkah 
yang menguntungkan  dalam menarik simpati massa. 
Dalam hal ini Partai Syarikat Islam Indonesia mempunyai dua pokok 
pikiran utama yang tertuang dalam Progra m Asas dan Program Tandhim.13 
Program Asas berisi mengenai pokok-pokok pikiran mengenai ideologi 
perjuangan yang harus dipegang teguh oleh aktivis Partai Syarikat Islam 
Indonesia dalam, dalam melakukan gerakan-gerakan organisasi. Diantaranya 
berisi: 
                                                        
11  Ini dibuktikan dengan adanya keikutsertaan Partai Syarikat Islam Indonesia pada Pemilu 
1998, dimana terjadi dualisme partai antara PSII 1905 yang dipimpin oleh Drs. H. Ohan Sudjana 
dan PSII pimpinan dari Taufiq R. Tjokroaminoto, bahkan sampai saat ini masih terdapat organisasi 
yang mengatasnamakan Sarekat Islam yang merupakan kelanjutan organisasi Sarekat Islam yang 
terdahulu, namun dengan jumlah massa yang tidak begitu besar. www.seasite.niu.edu diakses pada 
tanggal 20 Agustus 2015 pukul 19.57. 
 
12 Definisi dari kata elite menurut Mills (Johnson; 1994) adalah mereka yang menduduki 
posisi atas dalam institusi ekonomi, militer dan politik, membentuk kurang lebih elite kekuasaan 
yang terintegrasi dan terpadu yang keputusan-keputusan pentingnya menentukan struktur dasar 
dan arah masyarakat. (Jurdi: 2004) Fajlurrahman Jurdi, Aib Politik Islam: Perselingkuhan Binal 
Partai- partai Islam Memenuhi Hasrat  Kekuasaan , (Yogyakarta: antonyLib-Indonesia, 2009), hlm. 
41. 
 
13  Wawancara dengan Djarot pada tanggal 25 Januari 2016 di Kantor Cabang Sarekat 
Islam Surabaya, Jl. Padmosusastro no 23 Surabaya. 
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Persatuan umat Islam, Kemerdekaan umat, Sifat negara dan pemerintahan, 
Penghidupan ekonomi, Keadaan derajat manusia di dalam pergaulan hidup 
bersama dan di dalam hukum, Kemerdekaan sejati masing-masing butir 
mempunyai pengertian tersendiri;  
Butir perta ma dijelaskan bahwa cita-cita dari Partai  
Syarikat Islam Indonesia adalah menginginkan adan ya persatuan di 
kalangan umat Islam dengan jalan mendirikan sebuah partai  yang 
menyatu-padu kan umat Islam Indonesia dalam satu wadah yang 
dapat menyalurkan aspirasi dan cita-cita segenap masyara kat Islam 
Indonesia.  
Butir kedua menjelaskan demi mencapa i sebuah tujuan, 
maka umat Islam harus dapat membebaskan diri dari  belenggu 
penjajahan  dengan jalan mencapai sebuah kemerdekaan dan 
kemandirian bangsa.  
Butir ketiga menjelaskan bahwa negara Indonesia 
merdeka yang berdemokrasi ada lah negara yang mengutamakan 
kepentingan ra kyat dan dijalankan dengan asa s musyawarah 
melalui majelis perwakilan rakyat.  
Butir keempat mengenai harus dihilangkannya sistem 
kapitalisme yang berujung pada  kesengsaraan rakyat, maka dari 
itu SI akan berjuang dalam melawan kapitalisme.  
Butir kelima menegaskan bahwa derajat manusia ada lah 
sama, baik di lingkungan pergaulan maupun hukum.  
Butir keenam menegaskan bahwa SI akan berjuang 
dengan segenap tenaga dalam menegakkan kemerdekaan rakyat 
Indonesia yang sejati yang mencakup persamaan dan 
persauda raan antar manusia.14  
 
Selain itu terdapat juga program Tandhim atau program jangka panjang 
yang menekankan upaya Partai Syarikat Islam Indonesia dalam rangka mencapai 
cita-cita kemasyarakatan seperti yang sudah tertuang dalam program Azas. Dalam 
program Azas terdapat landasan trilogi yaitu ”Sebersih-bersih tauhid, setinggi-
tinggi ilmu, dan sepanda i-pandain ya siasah”  yang dicetuskan oleh 
Tjokroaminoto sebagai landasan organisasi.  Dalam program Tandhim juga 
                                                        
 14  Dikutip dari Valina Singka Subekti, op cit, hlm. 34.  
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mencakup masalah kebijakan pokok PSII diantaranya mencakup bidang agama, 
politik, kehidupan rakyat, pergaulan hidup bersama, pengajaran serta pendidikan. 
Diantara keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi.15 
Landasan ideologis ini menjadi panutan bagi kader-kader PSII dalam 
mencerminkan kehidupan pada masa itu yang penuh gejolak dan menunjukan 
bahwa PSII merupakan sebuah organisasi yang anti kolonial dan berjuang demi 
tegaknya ideologi Islam di Indonesia. landasan ini tetap digunakan sampai pada 
masa Indonesia merdeka, dimana dicerminkan pada setiap kader-kader Partai 
Syarikat Islam di masa-masa mendatang. 
 
B. Bergabungnya PSII k edalam MIAI 
Semenjak Belanda jatuh ke tangan tentara Jerman pada bulan Mei 1940 
maka kedudukan Belanda di tanah jajahan menjadi semakin rapuh karena tidak 
adanya kestabilan politik di Hindia Belanda, secara tidak langsung terjadi 
kekosongan kekuasaan pada pemerintahan Hindia Belanda, selain itu berdampak  
pada pecahnya perang Asia Timur Raya yang dimulai oleh Jepang yang 
menimbulkan akibat buruk bagi bangsa Indonesia ke depannya selain itu dengan 
adanya pendudukan Jepang memudahkan bangsa Indonesia dalam mencapai 
kemerdekaannya. Tentara Jepang berhasil datang ke Surabaya pada tanggal 3 
Februari 1942, atas tindakan tentara Jepang itu maka Jenderal Ter Poorten 
mengibarkan bendera putih tanda menyerahnya Belanda pada kekuasaan Jepang.16  
                                                        
15 Ibid, hlm 35 
 
16   Barlan Setiadijaya, 10 November 45: Gelora Kepahlawanan Indonesia, (Jakarta: 
Yayasan Dwiwarna, 1991), hlm. 73. 
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Dengan masuknya Jepang, maka dimulailah pendudukan Jepang atas 
Indonesia yang berlangsung selama tiga setengah tahun (1942-1945) dalam masa-
masa pendudukan Jepang, organisasi-organisasi yang sebelumnya dibentuk 
banyak dilarang karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dalam 
pemerintahan pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Organisasi-organisasi 
yang dibekukan juga termasuk yang berkaitan dengan organisasi keagamaan 
khusunya organisasi Islam yang ada pada saat itu termasuk PSII. 
Setelah beberapa bulan menguasai Indonesia, pemerintahan pendudukan 
Jepang merasa perlu merangkul bangsa Indonesia demi kepentingan Jepang 
sendiri yaitu dengan cara menarik simpati rakyat Indonesia, salah satunya yaitu 
dengan dibentuknya organisasi yang menaungi masyarakat Islam indonesia17 yaitu 
dengan dibentuknya Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, setelah 
sebelumnya tergabung dalam Majelis Islam A’la Indonesia.18 
MIAI sendiri merupakan gabungan dari beberapa organisasi Islam yang ada 
di Indonesia, kecuali NU dan Muhammadiyah.19 diantaranya adalah PSII yang 
ikut bergabung dengan MIAI. daripada dibekukan oleh pemerintahan Jepang, 
maka pihak PSII sepakat untuk menuruti apa yang Jepang inginkan yaitu 
menggabungkan diri dengan Masyumi sebagai langkah antisipasi dalam 
                                                                                                                                                        
 
17 Motif utama yang dilakukan Jepang dalam propagandanya terhadap bangsa indonesia 
adalah karena Jepang menyadari bahwa gerak maju pasukannya tidak dapat diimbangi apabila 
hanya mengandalkan orang Jepang saja, maka demi mencapai tujuannya dibentuklah organisasi 
kemiliteran yang sifatnya semi-militer salah satunya yang terkenal adalah Heiho.  
 
18 B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), 
hlm. 13. 
 
19 Ibid, hlm. 14. 
 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PARTAI SYARIKAT ISLAM... DENI HARYANTO
57 
menghadapi langkah ini diambil karena hanya dengan jalan ini pemerintahan 
pendudukan dapat mengontrol organisasi-organisasi Islam yang sewaktu-waktu 
bisa saja menyusahkan Jepang sendiri.20  
Selain itu dengan berpindahnya organisasi-organisasi Islam pada masa itu 
memang sesuai kondisi, dimana para pimpinan partai dapat memfokuskan diri 
pada usaha-usaha untuk segera mempercepat proses kemerdekaan. Kondisi ini 
diambil setelah mengetahui arah peperangan yang terjadi, di sisi lain terdapat janji 
kemerdekaan dari Jepang21 yang semakin memberikan semangat bagi pemimpin-
pemimpin untuk menyatukan suara demi kemerdekaan bangsa Indonesia. 
Setelah Jepang terusir dari Indonesia, maka mulai timbullah perpecahan 
diantara anggota Masyumi, salah satunya adalah sikap PSII yang menginginkan 
keluar dari Masyumi. PSII sendiri ingin melanjutkan kiprah politiknya dibawah 
tokoh-tokohnya yaitu Wondoamiseno dan Arudji Kartawinata yang merupakan 
tokoh progressif dari PSII. Usul ini diterima oleh keseluruhan kader-kader dan 
PSII di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Surabaya. PSII sendiri keluar dari 
Masyumi pada bulan Juli 1947. 22  Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan 
dikalangan elite partai, dimana di satu sisi PSII sebagai sebuah organisasi 
statusnya tidak dapat dibubarkan ataupun dilebur kedalam suatu organisasi, selain 
itu dari beberapa pucuk pimpinan Masyumi yang sebelumnya merupakan anggota 
PSII menginginkan PSII menjadi organisasi aktif yang independen terlepas dari 
                                                        
20 Wawancara dengan Bey Arifin, pada tanggal 25 Januari 2016 di Kantor Cabang 
organisasi Syarikat Islam Surabaya, di Jalan Padmosusastro no 23, Surabaya. 
 
21 B.J Boland, op.cit, hlm 18.  
 
22 Ibid, hlm. 48. 
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Masyumi, dan berlanjut kemudian pada tahun-tahun berikutnya, dimana PSII 
mengikuti pemilihan umum lokal yang berlangsung di beberapa kota di Indonesia, 
salah satunya di Kota Besar Surabaya. 
 
C. PSII  pa da Pemilu 1955 di Kota Surabaya 
1. Pemilihan DPRDS Kota Sur abaya Langka h Awal PSII Menuju  
Pemilu 1955  
Sebelum diadakannya pemilihan umum yang pertama di Indonesia yang 
diadakan pada bulan September dan Desember 1955, di berbagai wilayah di 
Indonesia telah diadakan pemilu lokal, begitu juga di Surabaya. Berbagai 
aktivitas politik dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di Kota Besar 
Surabaya pada masa itu demi mendapatkan popularitas. Berbagai cara dilakukan 
demi perolehan kursi pada pemilihan DPRDS yang akan berlangsung. Berikut 
ini adalah daftar nama bakal calon dewan beserta partai yang mengusung pada 
pemilihan anggota DPRDS Kota Besar Surabaya. 
 
Tab el 3.1 Perwaki lan  D.P.R.D.S Kota Besar  Sur abaya Periode Tahun 
1950 
 
Nama  Par tai/ Organisasi 
Dr, Abdul Manap PNI  
R. Widjajadi PNI  
Radjamin Nasution Parindra 
R.P.A. Makmur PSI 
Ibrahim Jahja PSI 
R, Sanoesi PIR  
Mr. Sjarief Hidajat Masyumi 
R. Soeprapto Masyumi 
Saleh Ibrahim Masyumi  
A.S. Machfoed Masyumi  
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Maschaf Manan Masyumi 
M. Soegiman Murba 
Machmoed Partai Banteng 
Anwar Zain Masyumi 
J.R. Pesik Partai Rakjat 
J. Th. Kouthoofd INP  




Dachlan Kahar PSII 
Djojodihardjo S.B.I.I 
Mr. Dr. R. Soeripto  S.S.K.K. 
R.K.H. Soedigdo S.B.L.G.I. 
Soewarimbo Petani 
S.H. Basalamah Pan. Politiek 
Warga Negara Tr. 
Arab 
Moh. Saleh Hadi G.P.I.I 
S.D. Prajitno Pemuda Demokrat 
H.A. Fatah Jasin Pemuda Anshor 
Achmad Sjaichu NU  
Abdullah Wasi’an Muhammadijah 
H. Abdul Hadi Muhammadijah 
Nj. Poeger Perwari 
R.A. Siti Fadloen C Muslimaat. 
Sumber: Sjamsju Koesmen dan Pangestu B.W, Buku Petundjuk Kota Besar 
Suraba ja, Surabaya; Djawatan Penerangan, 1957, hlm.144. 
 
Dari Jumlah total 24 partai dan organisasi yang mengikuti proses pemilihan 
anggota DPRDS Kota Besar Surabaya, PSII hanya menyertakan satu wakilnya 
saja yaitu Dachlan Kahar, dari jumlah semuanya itu yang paling dominan 
mendapatkan kursi di DPRDS Kota Besar Surabaya adalah wakil dari Masyumi 
yang menyumbang lebih dari lima suara, disusul dengan PNI , PSI dan 
Muhammadiyah yang hanya mendapatkan masing-masing dua suara dalam 
pemilihan tingkat daerah tersebut sedangkan partai dan organisasi lainnya hanya 
mendapatkan suara masing-masing satu suara, diantaranya adalah Parkindo, Partai 
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Khatoliek, Partai Sosialis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Syarikat Islam 
Indonesia. 
Dilihat dari tabel yang sudah dijabarkan diatas posisi Partai Syarikat Islam 
Indonesia di dalam kancah perpolitikan lokal Surabaya mendapatkan jumlah suara 
yang sangat kecil karena dari jumlah 24 partai yang mengikuti proses pemilihan 
DPRDS Kota Besar Surabaya PSII hanya mendapatkan jumlah satu kursi saja 
dibandingkan partai-partai yang lainnya.  
Seperti yang diketahui, bahwa Partai Syarikat Islam Indonesia merupakan 
pengembangan dari organisasi Sarekat Islam yang dipimpin oleh H.O.S 
Tjokroaminoto dan merupakan salah satu tokoh besar Sarekat Islam yang 
berkharisma, berwibawa dan sangat disegani oleh berbagai kalangan masyarakat 
sampai akhir hayatnya pada tahun 1934.23  
Selain karena kewibawaannya, Tjokroaminoto juga dikenal cakap dalam 
berorganisasi dan pandai dalam berpidato, dimana di setiap tempat yang 
dikunjungi Tjokroaminoto, pasti banyak masyarakat yang tertarik mendengarkan 
orasinya sehingga membuat masyarakat mengkultuskan Tjokroaminoto sebagai 
pemimpin sejati bukan oleh anggota dan kader-kader Partai Syarikat Islam 
Indonesia, namun juga oleh masyarakat luas khususnya kaum bumiputera.24 
                                                        
23 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942),  (Jakarta: LP3ES,  1979), 
hlm. 121. 
 
24 Muncul anggapan di masyarakat luas bahwa Tjokroaminoto merupakan titisan dari Ratu 
Adil. Disini yang dimaksud dengan Ratu Adil adalah seorang tokoh yang mampu membawa 
kemakmuran dan melepas kesengsaraan yang membelit masyarakat pada masa itu. Tjokroaminoto 
tidak hanya dihormati rakyat, namun juga disegani oleh pemerintah Belanda sampai muncul 
ungkapan “Raja Jawa yang tidak dimahkotai”. Selain itu Tjokroaminoto juga mendapatkan julukan 
Gatotkoco Sarekat Islam oleh karena keberaniannya terhadap pemerintah kolonial. Deliar Noer, 
Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942),  (Jakarta: LP3ES,  1979), hlm. 121. 
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Sehingga muncul anggapan bahwa Tjokroaminoto adalah PSII dan PSII 
adalah Tjokroaminoto. 25  Anggapan tersebut tidak salah karena memang 
Tjokroaminoto merupakan tokoh nasional yang sangat disegani baik di dalam 
maupun di luar partai. 
Karena adanya kultus terhadap Tjokroaminoto baik oleh anggota dan kader 
PSII maka ada beberapa hal yang menguntungkan namun juga merugikan. Hal 
yang menguntungkan adalah, dengan adanya tokoh yang berkharisma maka 
organisasi yang dia pimpin akan mendapatkan kemajuan yang luar biasa dengan 
banyaknya kader yang akan bergabung. Namun ada juga dampak negatif, yaitu 
apabila tokoh tersebut sudah tiada maka akan berdampak luas apabila tidak segera 
ditemukan pengganti yang sepadan.  
Setelah wafatnya Tjokroaminoto, Partai Syarikat Islam Indonesia seolah 
kehilangan kharisma, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kemunduran 
Partai Syarikat Islam Indonesia yang juga dihadapi oleh Partai Syarikat Islam 
Indonesia Ladjnah Afdeeling Surabaya yang dibuktikan pada tabel yang sudah 
ditunjukkan diatas. Suara yang diperoleh Partai Syarikat Islam Indonesia sangat 
jauh dari perkiraan dengan hanya mendapatkan jumlah suara yang sedikit pada 
pemilihan DPRDS Kota Besar Surabaya.  
Berdasarkan teori mengenai kepartaian seperti yang disebutkan oleh 
Lapalombara dan Weiner,26 suatu partai politik tidak hanya menitik beratkan pada 
                                                        
25 Party Allah Mesti Menang, dalam artikel PSII Boekan Party Manoesia, Oplah Soeara 
PSII, (Batavia; Ladjnah Tanfidziyyah PSII, 1937), hlm. 29. Lihat juga, Valina Singka Subekti, 
op.cit, hlm. 36. 
 
26 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 146.   
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kharisma seorang tokoh saja sebagai langkah mencari simpati dan dukungan 
massa, tetapi juga perlu adanya kesinambungan dalam kegiatan berorganisasi. 
Seperti halnya yang dialami oleh Partai Syarikat Islam Indonesia, sehingga proses 
mencari dukungan dan hasil perolehan suara tidak sebanding dengan harapan 
yang diinginkan oleh kalangan partai, ini juga yang terjadi pada pemilihan dewan 
Kota Besar Surabaya, dimana suara Partai Syarikat Islam Indonesia kurang 
diapresiasi.27 
Masalah yang  dihadapi oleh PSII adalah lemahnya sistem kaderisasi yang 
merupakan langkah dalam meregenerasi anggota-anggota yang sudah uzur. 
Langkah ini dilakukan demi mendapatkan kader-kader yang berkompeten dan 
berkualitas yang kelak akan meneruskan tonggak perjuangan politik PSII. Hal ini 
mulai dipermasalahkan semenjak Indonesia merdeka, dikarenakan sistem 
pengkaderan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, petinggi-petinggi partai 
pada saat itu tidak hanya mengurusi partai saja namun mereka kebanyakan 
berfokus kepada permasalahan bangsa yang tiada habisnya hingga membuat 
proses pengkaderan tidak berjalan dengan lancar.. Pada masa indonesia merdeka, 
PSII hanya melakukan 2 kali sistem kaderisasi nasional yang dilakukan sebelum 
pemilihan umum yaitu sekitar tahun 1950 an.28  
Mohammad Hatta selaku wakil presiden pun menyinggung langkanya 
manusia Indonesia yang berkompeten pasca kemerdekaan. Menurut Hatta ini 
                                                        
 27  Seperti yang diketahui, Sarekat Islam merupakan partai yang  berkembang dan 
dibesarkan oleh adanya peran dari Tjokroaminoto yang merupakan tokoh yang dihormati dan 
disegani yang juga berasal dari Surabaya seharusnya dapat mendongkrak suara Partai Syarikat 
Islam Indonesia afdeeling Surabaya yang notabene adalah daerah asal dari Tjokroaminoto sendiri. 
  
28  Valina, op.cit, hlm. 49. 
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disebabkan karena adanya sistem kolonial yang kurang memberi kesempatan 
kepada rakyat untuk meraih pendidikan tinggi yang berkualitas. 
Hasil yang berbeda dialami oleh partai Islam lain khususnya Masyumi yang 
berhasil memperoleh dukungan suara terbanyak pada pemilihan DPRDS Kota 
Besar Surabaya 1950 dengan memperoleh 6 kursi dan mengalahkan partai-partai 
lain dengan keunggulan jumlah suara yang sangat mendominasi pemilihan 
DPRDS Kota Besar Surabaya tersebut. 
 
2. Ka mpanye PSII  Menjela ng Pemilu  1955 
Beberapa bulan sebelum berlangsungnya pemilihan umum di Kota Besar 
Surabaya, terjadi beberapa hal diantaranya adanya laporan perusakan yang 
dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap tanda 
gambar partai peserta pemilu, yang dipasang di berbagai tempat diantaranya di 
depan rumah orang-orang, pagar, tembok toko maupun di pohon-pohon dan 
pinggiran jalan. Hal yang menjadi masalah adalah karena beberapa petugas partai 
yang fanatik ditugaskan memasang tanda gambar, dengan seenaknya memasang 
tanda gambar di rumah orang-orang yang sebenarnya bukan pendukung dari partai 
tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan dengan pemilik rumah atau toko 
yang dipasangi tanda gambar tersebut. 
Seperti yang disampaikan oleh harian Terompet Masyarakat yang terbit 
pada bulan Mei 1955, warga masyarakat Surabaya mengharapkan keterlibatan 
dari aparat negara untuk menangani permasalahan ini, sehingga tidak 
mengganggu jalannya pemilu yang akan diadakan pada bulan September dan 
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Desember. Setelah ditunggu-tunggu belum ada tanggapan dari pihak berwenang 
dalam menangani masalah tersebut, demi mencegah terulangnya kejadian serupa 
yang dapat memperkeruh suasana menjelang pemilihan umum 1955 di Kota Besar 
Surabaya.29 
Tindakan pengrusakan ini disebabkan karena adanya persaingan antara 
kekuatan-kekuatan politik besar yang bersaing di menjelang berlangsungnya 
pemilihan umum yang akan datang, persaingan ini menyulut pihak-pihak 
pendukung partai untuk menyebarkan propaganda ke masyarakat Surabaya saat 
itu. Tindakan ini sangat mengkhawatirkan, karena akan berdampak pada kondisi 
perpolitikan di Surabaya. 
Ga mbar 3.1  
Poster Pr opaganda P SII yang tertempel di tembok paga r bangunan  yang 
tertulis N.V. Autohandel di Suraba ya tahun 1955 
 
Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 55. 291 
                                                        
29  “Polisi diharapkan bertindak, Banjak tanda gambar jg. Dirusak” , Terompet Masjarakat 
Kamis 12 Mei 1955 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PARTAI SYARIKAT ISLAM... DENI HARYANTO
65 
Setelah adanya laporan-laporan mengenai pengrusakan tanda gambar yang 
terjadi, maka pada malam hari tanggal 12 Mei 1955 diadakan pertemuan 
perwakilan partai di Surabaya yang berasal dari beberapa kecamatan yaitu dari 
wilayah Ampel, Kampung Baru, Njamplungan, Udjung, dan Semampir. 
Pertemuan ini dilakukan selain untuk membahas mengenai masalah-masalah yang 
mungkin akan datang, juga membahas mengenai berbagai  tindakan anarkis yang 
dilakukan oleh simpatisan maupun kader-kader partai yang dimaksud. Pertemuan 
tersebut diadakan di kantor BPMK yang terletak di Jl. K.M. Mansyur. Pertemuan 
tersebut dihadiri lebih dari 250 orang termasuk perwakilan partai-partai, 
diantaranya PNI, PSII, Masjumi, PKI, Partai Katolik, Partai Rakyat Indonesia, 
dari organisasi diwakili oleh GPII, Pemuda Rakjat, Muhammadijah, BTI, Basis 
RKKS, Pemuda Demokrat, Perwindo, Wanita Demokrat, dan Gerwani, dari 
pemerintahan diwakili oleh Kepala Daerah KBS, KMKB, Polisi, Djawatan 
Penerangan, beserta anggota-anggota PPK, PPS, PPP, dll.30  
Dalam pertemuan ini pokok-pokok yang dibahas adalah beberapa kasus 
yang terjadi selama diadakannya kampanye di Surabaya, yang seharusnya 
kemungkinan tersebut dapat dihindari bila para anggota partai dapat tertib dalam 





                                                        
 30  “P engrusak tanda gambar akan diambil tindakan hukum”, Terompet Masjarakat, 
Sabtu 14 Mei 1955. 
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Gambar 3.2 Poster Besar P SII terpampang jelas di suatu sudut jalan di 
Kota Surabaya tahun 1 955 
 
Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 55. 204 
 
Organisasi dan partai yang mengikuti rapat tersebut menyetujui dan akan 
mendukung sepenuhnya hasil rapat tersebut. Demi mencegah kejadian serupa 
terulang kembali, pemasangan tanda gambar di setiap bangunan harus meminta 
izin terlebih dahulu dari pemilik rumah, dan apabila melanggar akan dikenakan 
sanksi sesuai hukum yang berlaku.31 
                                                        
 31 Pengrusak tanda gambar akan diambil tindakan hukum”, Terompet Masjarakat, Sabtu 
14 Mei 1955., ibid.  
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Perwakilan dari PSII menyetujui putusan dari hasil pertemuan tersebut, 
karena dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang serupa terhadap tanda 
gambar partainya.32 dan ini dilakukan agar Hal ini meresahkan karena tindakan ini 
mengintimidasi siapapun juga, baik masyarakat maupun petugas partai. 
Hal ini ditekankan oleh pemerintah KBS bahwa pemasangan tanda gambar 
diharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai mengganggu 
kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Walikota Surabaya menegaskan 
pemasangan atribut kampanye harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada jangan 
sampai kejadian dicabutnya tanda gambar terulang lagi.33 
Langkah-langkah PSII dalam menjaring dukungan massa selain 
menggunakan tanda gambar adalah dengan mengikuti rapat akbar dalam 
menyambut pemilihan umum 1955, berbagai elemen partai juga mengikuti rapat 
sekaligus kampanye tersebut, partai dan organisasi yang tergabung dalam 
kepanitiaan tersebut antara PKI, PSII, NU, PNI, Partai Rakjat Indonesia, PRN, 





                                                        
 32 Gesekan yang terjadi antara Islam dan Komunis sudah dimulai dari awal masa-masa 
kampanye di Surabaya. Pertentangan antara PKI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama terjadi dengan 
adanya peristiwa yang terjadi di beberapa daerah di Surabaya antara masa-masa kampanye di 
Surabaya. Purnawan Basundoro, Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis 
Indonesia di Kota Surabaya (1955-1965), (Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2010), hlm. 273.  
 
 33 “Delegasi PKI menemui Walikota”, Terompet Masyarakat, Sabtu 14 Mei 1955.  
 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA








Perwakilan Partai dan Organisa si yang menghadiri rapat raksasa di 
stadion Tambak Redjo Surabaya tahun 1955 
 
Sumber: Arsip Djawatan Penerangan VI. 54. 08. 657.462-463 
 
Dalam rapat raksasa tersebut yang menjadi pimpinan tersebut adalah Dahlan 
Kahar yang ditunjuk sebagai pimpinan rapat. Rapat ini membahas mengenai sikap 
partai-partai di Indonesia mengenai permasalahan Irian Barat, agar pemerintah 
Indonesia dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. masing-masing 
perwakilan mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengenai masalah Irian 
Barat. Dalam kesempatannya Dahlan Kahar selaku wakil dari PSII menyampaikan 
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aspirasinya agar seluruh elemen masyarakat bersatu untuk melawan elemen-
elemen asing yang meronngrong kedaulatan Indonesia.34  
Dalam rapat raksasa yang berlangsung di Lapangan Tambak Redjo tersebut 
disampaikan juga aspirasi kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan 
pernyataan terhadap Belanda sebagai agresor. Selain itu, dalam rapat tersebut 
Dahlan Kahar selaku perwakilan dari PSII mendesak pemerintah untuk 
membatalkan FINEC (Financieel Economie) secara unilateral dan protokol 
pembatalan Uni Indonesia-Belanda. Dan sebagai tuntutan terakhir rapat raksasa 
tersebut, para perwakilan partai mendukung sepenuhnya Kongres Rakyat Seluruh 
Indonesia demi memperkuat persatuan nasional.35 
Pada rapat ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan partai-partai peserta 
yang mewakili beberapa golongan ideologi antara lain Islam (PSII), Nasionalis 
(PNI), dan Komunis (PKI) dalam rapat raksasa tersebut dibahas mengenai 
desakan perwakilan-perwakilan sejumlah partai-partai tersebut kepada pemerintah 
dalam menyikapi permasalahan dengan Belanda yang tak kunjung selesai 
terutama dibebaskannya wilayah Irian  Barat, serta membahas mengenai rencana 
pemilu yang akan datang. Dalam rapat tersebut partai-partai yang bersangkutan 
menunjukkan konsistensi dengan tidak mengendurkan semangat dalam 
membebaskan Irian Barat dan mereka menyatakan dengan suara bulat bahwa 
secepatnya permasalahan Irian Barat segera diselesaikan baik dengan jalan 
diplomatik maupun dengan jalan militer. 
                                                        
 34 “Isl am, Komunis, Nasionalis, Bersama-sama adakan rapat  menentang pendjajahan” , 
Terompet Masjarakat, Senen 28 Februari 1955.  
 
 35 “Islam Komunis, Nasionalis , Bersama-sama......... ibid  
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3. Suasana Pemilu 1955 di Kota Besar Sur abaya  
Pemilihan umum 1955 merupakan  pemilu nasional yang pertama kalinya 
bagi bangsa Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan September dan 
bulan Desember tahun 1955 dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin 
Harahap, hal ini sebenarnya sudah direncanakan beberapa tahun sebelumnya, 
namun karena ada beberapa hal dan berbagai peristiwa yang terjadi membuat 
rencana tersebut beberapa kali tertunda pada kabinet-kabinet sebelumnya yang 
berulang kali berganti kepemimpinan sampai akhirnya benar-benar 
diselenggarakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. 
Seperti yang terjadi di kota-kota besar lain semisal di Jakarta, suasana 
pemilihan umum yang terjadi di Kota Besar Surabaya relatif lebih aman, 
walaupun di beberapa tempat dilaporkan terjadi tindakan yang membuat suasana 
menjadi panas, namun pada pelaksanaan pemilihan umum di Kota Besar Surabaya 
jauh dari hal-hal yang bersifat negatif, dikarenakan sebagian besar masyarakat 
Kota Besar Surabaya menyambut antusias dengan dilaksanakannya pemilihan 
umum yang diselenggarakan secara serentak yaitu pada bulan September dan 
bulan Desember tahun 1955. 
Di beberapa tempat di wilayah Surabaya, sudah mulai dilakukan berbagai 
persiapan dalam menyambut diadakannya pemilihan umum, diantaranya mulai 
diadakan sosialisasi pemilu serentak di salah satu gedung di Surabaya seperti pada 
gambar. Seperti  yang terlhat bahwa panitia telah mempersiapkan segala hal yang 
diperlukan dengan mengadakan rapat-rapat yang berlangsung menjelang 
diadakannya pemilihan umum tersebut. 
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Rapat yang dilangsungkan membahas mengenai apa-apa saja yang 
diperlukan pada saat berlangsungnya pemilihan umum, serta bagaimana 
mensosialisasikan tata cara dalam memilih wakil rakyat yang nantinya terpilih. 
Rapat dan sosialiasi mengenai dilangsungkannya pemilihan umum ini 
dilangsungkan beberapa tahun sebelumnya yaitu pada tanggal 16 Januari 1954, 
dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, dalam rapat dan sosialisasi tersebut 
masyarakat tampak antusias dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh 
pemimpin rapat tersebut. 
Gambar 3.4 
Rapat yang dihadiri oleh perwakilan  masyarakat menjelang diadakann ya 
Pemilu 1955 tahun 1955 
 
Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 54.36 
 
 
Panitia pemilihan umum mempersiapkan segalanya sebaik-baiknya dengan 
mengadakan sosialisasi-sosialisasi serupa guna mensukseskan kelancaran 
pemilihan umum nantinya. Sehingga seluruh elemen masyarakat yang menghadiri 
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akan memahami tata cara yang harus dilakukan pada saat peserta pemilih berada 
di dalam bilik suara mulai dari awal hingga akhir. 
Petugas panitia pemilihan mulai mempersiapkan pendataan bagi masyarakat 
yang akan mengikuti proses pemilihan umum jauh-jauh hari. Seperti yang di 
beberapa tempat di Surabaya. Masyarakat yang akan mengikuti pemilihan umum 
diwajibkan mengikuti aturan dan segala persyaratan yang ada, terutama mengenai 
batasan usia peserta pemilih, dimana setiap calon peserta pemilih harus berusia 
minimal 18 tahun atau sudah menikah.36 
Pada pemilu yang pertama ini terdapat hal yang menarik, dimana warga 
masyarakat yang “kurang beruntung” mendapatkan keistimewaan yaitu dapat 
berpartisipasi secara langsung dalam proses pemilihan umum ini, yang dimaksud 
kurang beruntung ini adalah warga masyarakat yang mengalami masalah mental 
dan kejiwaan, hal ini dilakukan karena pemerintah secara serius ingin melibatkan 
seluruh elemen masyarakat Surabaya dalam rangka pemilihan umum yang 
diadakan Kota Besar Surabaya. 
Kemungkinan hal yang terjadi tidak hanya terbatas di Kota Besar Surabaya 
saja, namun juga di kota lain peristiwa ini juga terjadi. Ini membuktikan 
komitmen dari yang menunjukan kesungguhan dalam bertugas dan demi 
terlaksananya pemilihan umum yang menyeluruh dan dapat dinikmati seluruh 
elemen masyarakat tidak terkecuali masyarakat “kurang beruntung tersebut. 
 
 
                                                        
36 Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 
hlm.1. 
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Gambar 3.5 
Petugas Panitia Pemilihan Umum mendata masyarakat yang “kurang 
beruntung” d i kantor P PU  Surabaya tahun 1954 
 
Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 54. 111 
 
Seperti yang terlihat pada foto yang ada diatas, para petugas mendata warga 
masyarakat yang kurang beruntung satu persatu, terlihat juga ekspresi salah satu 
dari petugas yang bersangkutan terlihat kewalahan dalam mendata mendaftarkan 
proses administrasi dari orang-orang yang kurang beruntung tersebut, namun 
tugas apapun yang mereka jalankan harus sesuai dengan semangat dalam 
menyambut pemilihan umum selain karena memang ingin menyemarakkan 
pemilu yang pertama kali juga dikarenakan warga masyarakat “kurang beruntung” 
tersebut mendapatkan hak yang setara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
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Kesibukan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara di jalan  Oro-oro 
Ombo Tambaksari, Suraba ya tahun 1955 
 
Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 55. 250 
  
Warga masyarakat Surabaya sangat antusias dengan dilangsungkannya 
pemilu yang diadakan di Surabaya, salah satunya di lingkungan TPS Oro-oro 
Ombo, dimana di TPS ini tengah terjadi kesibukan diantara para petugas PPU dan 
warga Surabaya di Tambaksari dimana mereka sedang memilih para calon 
anggota DPR. Selain itu terdapat hal yang menarik di TPS Oro-oro Ombo yang 
berada di kecamatan Tambaksari, dimana terdapat beberapa pemilih yang sedang 
sakit dibopong oleh petugas pemilihan dari awal hingga akhir. Ini membuktikan 
bahwa pemilihan umum menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi 
setiap calon pemilih. 
Kepadatan juga terjadi di TPS yang berada di jalan Nias, kecamatan 
Gubeng, di TPS ini antrian warga masyarakat calon pemilih sangat padat dan 
berjubel sampai berdesakan satu sama lain tetapi tetap tertib dan teratur, sehingga 
tidak menyulitkan petugas dalam mendata calon pemilih yang akan masuk dan 
keluar dari bilik suara.  
Gambar 3.6 
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Hal ini disebabkan karena persiapan yang dilakukan sangat diperhitungkan 
oleh masing-masing petugas panitia pemilihan, dimana di setiap tempat pemilihan 
dipasang poster-poster pemilihan yang menjelaskan mengenai tahap-tahap 
pemungutan suara dari awal sampai akhir. Selain itu poster mengenai tata cara 
pemilihan umum yang ditempel di sudut-sudut kota menjadi daya tarik tersendiri 
bagi masyarakat Surabaya dimana menjelaskan mengenai dasar-dasar pemilihan 
umum yang diantaranya adalah; 
· Umum: Semua warga Negara laki-laki atau wanita yang memiliki 
hak pilih, dengan pembatasan yang tidak dapat dihindarkan (umur) 
dan halangan-halangan lain. Maksudnya disini adalah semua warga 
masyarakat yang sudah dewasa minimal berumur 17 tahun atau 
sudah menikah.37 
· Langsung: Pemilih memilih langsung anggota DPR dan 
Konstituante, disini pemilih diberi hk untuk memilih calon yang 
akan dipilih sesuai nuraninya secara langsung yaitu dengan tata cara 
yang sudah dijelaskan oleh panitia pemilihan umum dari masing-
masing wilayah. 
· Rahasia ; Pemilih memilih anggota DPR dan Konstituante secara 
bebas dan rahasia, pemilih diberi hak untuk memilih anggota partai 
dengan sebebas-bebasnya, namun pemilih juga diwajibkan untuk 
merahasiakan pencoblosan suara yang dia pilih kepada orang lain. 
                                                        
37  Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer 
Gramedia, 1999), hlm. 12.  
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· Perwakilan Berimbang; Tiap-tiap golongan/partai sedapat-dapatnya 
memperoleh jumlah kursi yang seimbang degan suara yang 
diperolehnya, calon perseorangan diberi kesempatan. Disini 
dijelaskan bahwa tiap-tiap partai atau organisasi mempunyai 
kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak suara di parlemen, 
tanpa ada pembatasan suara antar partai yang akan mengikuti pemilu 
1955. 
· Daftar: Pencalonan dikemukakan dalam daftar, daftar kumpulan 
diutamakan 
· Satu Korps: Semua pemilih didalam dan diluar negeri38 merupakan 
satu korps. Semua warga negara Indonesia dapat memenuhi hak 
suaranya baik itu didalam negeri maupun diluar negeri sehingga 
tidak akan ada kekhawatiran bagi warga negara Indonesia yang 
tinggal diluar negeri.39  
· 16 Daerah Pemilihan 40 ; wilayah Indonesia terbagi kedalam 16 
daerah pemilihan. Dalam pemilu 1955 ini daerah pemilihan terbagi 
kedalam 16 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.41 
                                                        
38  Meskipun terdapat calon pemilih yang berada di luar negeri, usianya minimal 18 tahun 
dan berstatus sebagai warga Negara Indonesia maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan surat 
suara, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tshun 1953. Lihat: Drs. C.S.T. Kansil 
S.H, Inti Pengetahuan Pemilihan Umum, (Jakarta; Pradnja Paramita, 1970), hlm. 51. 
 
39 Hal ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, dimana tugasnya yaitu 
melakukan pendataan dan pengumpulan  administrasi masyarakat Indonesia yang berada di luar 
negeri, kemudian meneruskan kepada Kementrian Luar Negeri dan diserahkan kepada Panitia 
Pemilihan Umum. Lihat: Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Inti Pengetahuan Pemilihan Umum, (Jakarta; 
Pradnja Paramita, 1970), hlm. 55. 
 
40 Daerah pemilihan tersebut diantaranya; Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta 
Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan 
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Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia 
pada saat itu mempersiapkan segalanya dengan sedemikian rupa dan menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan, penyampaian yang sederhana namun dengan 
pernyataan yang jelas ke masyarakat agar tersampaikan secara jelas ke masyarakat 
demi terlaksananya pemilihan umum yang lancar. 
Berikut ini merupakan daftar calon anggota yang mewakili Partai Syarikat 
Islam pada pemilihan tingkat provinsi: 
 
Tab el 3.2 Calon Sementara Anggota DPR dari Part ai Syari kat  
Islam In don esia Daerah  Pemilihan Djawa Timur t ahun 1955 
Nama Anggota Asal 
Arudji Kartawinata Jakarta 
Darmowidjojo Sanoe Probolinggo 
Soedibjo  Jakarta 
Harun Usman Ali Surabaya 
Moh. Ali Dr. Lie Kiat Teng Jakarta 
Boerhan Mansur Surabaya 
Harsono Tjokroaminoto Jakarta 
Hadji Dachlan Kahar Surabaya 
Anwar Tjokroaminoto Jakarta 
                                                                                                                                                        
Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Selatan-Tenggara, Maluku, Nusa 
Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Irian Barat. Ibid, hlm. 55. 
 
41 Koleksi Arsip Djawatan Penerangan (1A.54.47) 
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Djihadijah Pa Abd, Choliq 
Sholeh 
Jember 
Kiai Tb. H. Achmad Chotib Serang 
Ircham Jusuf Malang 
Abdoelah Aidid Jakarta 
Mohammad Tajib Jember 
Bahanan Hadji Said Probolinggo 
Sumber: Terompet Masjarakat. “Tjalon Sementara anggo ta DPR daerah 
pemilihan Djawa Timur”, Kamis 5 Mei 1955 
 
Pada pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat wilayah Djawa 
Timur yang diwakili oleh 15 orang dari berbagai wilayah di Indonesia, 
diantaranya adalah Arudji Kartawinata yang merupakan salah satu petinggi Partai 
Syarikat Islam Indonesia mencalonkan diri dalam pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat.  
 Dari beberapa orang yang ikut dalam pemilihan, terlihat dalam tabel  
diatas, beberapa wakil dari Surabaya diantaranya adalah Harun Usman Ali, 
Boerhan Mansur dan Hadji Dachlan Kahar42 yang sebelumnya mencalonkan diri 
sebagai anggota dewan pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Surabaya periode 1950, selain itu juga terdapat Anwar Tjokroaminoto yang 
menjabat sebagai Presiden dari Partai Syarikat Islam Indonesia, juga ikut 
                                                        
42 Dachlan Kahar merupakan salah satu pengurus teras dari PSII Surabaya yang merupakan 
tokoh sentral dalam perjuangan PSII Surabaya pada periode 1950 an hingga Pemilu 1955 
(Wawancara dengan Bey Arifin pada tanggal 9 September 2016 di Kantor Cabang PSII Surabaya) 
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mencalonkan diri pada pemilihan tersebut. Berikut ini adalah daftar calon anggota 
Konstituante PSII daerah pemilihan Jawa Timur; 
 
Ta bel 3.3 Daftar  Calon Sementa ra Ang gota Konstitua nte Par tai Syarikat  
Islam Ind onesia Daerah Pem ilihan Djawa Timur tahu n 1955  
 
Nama   Asal 
Anwar Tjokroaminoto Jakarta 
Hadji Nawawi Usman Surabaya 
Harsono Tjokroaminoto Jakarta 




Boerhan Mansur Surabaya 




Abdoellah Aidid Jakarta 
A.H. Wondoamiseno Surabaya 
Atmari Jember 
Sandjadirdja M, Gogo 
Rafiudin 
Serang 
Soerjono Reksodipoetro Surabaya 
Arudji Kartawinata Jakarta 
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Sumber: Terompet Masjarakat, Daftar Tjalon Sementara anggau ta 
Konstituante, Untuk Daerah Pemilihan Djawa Timur, Rabu 1 Juni 1955 
 
 
Gadio Atmosantosa Surabaya 
Imam Supardjan Banjarnegara 
Saleh Alie Midekal Surabaya 
A.S. Mattjik Bin A. 
Kadir 
Palembang 
Hadji Abdulrachman Surabaya 
Sjahboeddin Latif Jakarta 
Usman Ali Harun Surabaya 
Moh. Alf Dr. Lie Kiat 
Teng 
Jakarta 
K. G. Saleh Biu Pamekasan 
Suhardjo Temanggung 
Hadji Abdussakur Surabaya 
Kadari R. Soetedjo Jakarta 
Damanhuri Djamil Bukittinggi 
Djihadijah Pa Abd 
Choliq Soleh 
Jember 
Hanafie Pak Untung 
Hanafie Hadji Achmad 
Banyuwangi 
Rahman W.A. Jakarta 
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Dari tabel diatas merupakan bakal calon anggota yang akan menduduki 
majelis Konstituante yang ditentukan oleh panitia pemilihan dengan jumlah 
sebanyak 30 perwakilan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang 
mewakili Partai Syarikat Islam dalam menghadapi pemilihan umum yang kedua 
kalinya pada bulan Desember 1955.  
Diantara wakil-wakil tersebut terdapat nama-nama yang sebelumnya 
mewakili Partai Syarikat Islam Indonesia pada pemilihan  sebelumnya, ini 
dilakukan demi mendongkrak suara di masing-masing daerah 
pemilihan.diantaranya adalah Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, 
Boerhan Mansur, dan Ahmad Husain Wondoamiseno. 
Sebelum diadakannya pemungutan suara pada Majelis Konstituante, ada 
harapan dari beberapa organisasi Islam salah satunya adalah dari organisasi HMI 
(Himpunan Mahasiswa Islam) yang saat itu berafiliasi dengan Masyumi. Dalam 
pernyataanya yang ditujukan kepada partai-partai Islam yang saat itu mengikuti 
pemilihan umum agar saling menyatukan dukungan dalam pemilihan umum 
selanjutnya, hal ini demi menghindari perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, 
dikarenakan perbedaan pendapat serta ambisi dalam berpolitik dapat 
memperkeruh hubungan antar partai-partai Islam. Seruan HMI ini ditujukan 
kepada anggota pengurus besar partai-partai Islam pada saat itu diantaranya PSII, 
NU, Masyumi serta PERTI.43  
Pernyataan HMI juga didukung oleh pernyataan dari Aminudin Junus selaku 
anggota PERTI, berharap agar partai-partai Islam yang mengikuti pemilihan 
                                                        
 43 “Seruan HMI kepada partai- partai Islam”, Indonesia Raya, Selasa 22 November 1955. 
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umum walaupun berbeda azas dalam berpolitik, namun jangan sampai melupakan 
tujuan utama dari dibentuknya partai-partai Islam yaitu menjunjung tinggi 
Ukhuwah Islamiyah serta bersatu agar terjadi perimbangan jumlah suara diantara 
partai-partai didalam kabinet Konstituante yang akan datang.44 
Harapan terbesar dari organisasi-organisasi Islam adalah agar partai yang 
berideologi agama khususnya Islam yang menjadi partai peserta pemilihan umum 
dapat menyatukan suara dan saling mendukung satu sama lain, apabila hal ini 
tidak diindahkan kemungkinan yang akan terjadi adalah terpecah-pecahnya 
persatuan umat Islam Indonesia yang dalam hal ini menghadapi adanya 
persaingan politik yang tidak hanya antar partai-partai Islam namun dengan 
partai-partai yang berideologi selain Islam, meskipun diantara mereka terdapat 
perbedaan pandangan dalam menyikapi secara bijak persaingan antar partai yang 
sedang terjadi. Karena seperti yang diketahui dari kasus-kasus yang sebelumnya 
dimana terjadi tindakan anarkis oleh simpatisan dari partai-partai peserta pemilu 
semakin menambah citra negatif kedalam lingkungan masyarakat, selain itu hal 
tersebut menjadikan suasana mencekam dan tidak kondusif. 
Dalam hal ini PSII menyikapi dengan hati-hati pernyataan yang dilontarkan 
oleh kedua organisasi tersebut, PSII mengakui bahwa dengan bekerja sama maka 
akan tercapai sebuah persatuan antar partai-partai Islam khususnya dengan kedua 
partai Islam yang berhasil memperoleh suara mayoritas pada dua pemilihan 
tersebut dalam hal ini Masyumi serta Nahdlatul Ulama, seperti yang disampaikan 
oleh PSII cabang Surabaya. PSII cabang Surabaya sendiri perlu membenahi 
                                                        
44 “Kabinet jang. sebaik2nja terdiri dari  Masjumi, NU, PSII, dan PERTI”, Haluan, Rabu 
26 Oktober 1955 
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beberapa langkah yang sebelumnya gagal dilaksanakan pada pemilu 1955, 
sehingga diperlukan adanya perubahan taktik dan propaganda pada pemilu yang 
selanjutnya.  
 
D.  Hasil Suara  dan dampaknya bagi PSII  pa sca Pemilu 1955.   
Pemilihan Umum 1955 secara nasional pada akhirnya terlaksana dengan 
lancar walaupun beberapa hal sempat terjadi sebelum berlangsungnya pemilihan 
umum, misalnya yang terjadi di kampong Pakis namun pemilihan umum tetap 
berjalan dengan semestinya di Surabaya maupun di kota-kota lain di Indonesia. 
Kelancaran dalam proses pemilihan di TPS-TPS di kota Surabaya.  
Jumlah pemilih yang terdaftar di Kota Surabaya mencapai 367.791 orang,45 
sebanyak 60% yang terdaftar adalah perempuan, sedangkan yang berhak memilih 
presentasenya sekitar 75% hal ini sangat menggembirakan karena dengan ini 
dapat dikatakan bahwa antusiasme golongan perempuan dalam pemilihan lebih 
tinggi dibandingkan laki-laki. Namun hal yang sangat disayangkan adalah adanya 
laporan bahwa kaum intelektual kurang berminat pada pemilihan umum yang 
sedang berlangsung ini.46  
Di Surabaya sendiri, terdapat sekitar 616 TPS yang tersebar di kecamatan-
kecamatan maupun desa-desa. 47  Banyaknya jumlah TPS tersebut sedikit 
                                                        
45  “Djuga didaerah-dae rah P NI, NU, dan Masjumi leading” , Merdeka, 1 Oktober 1955. 
 
46  “ Di beberapa tempat kota Bandar Surabaja, PKI leading”, dalam artikel ‘Di Surabaja 
Banyak Wanita Memilih’, Perdamaian, 1 Oktober 1955.  
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merepotkan panitia pemungutan suara Kota Surabaya, dengan adanya hal tersebut 
membuat mereka bekerja ekstra keras hingga mereka rela semalaman 
menyelesaikan pekerjaan yang sedikit banyak merepotkan mereka itu. Namun 
pengorbanan tersebut mereka lakukan dengan ikhlas demi lancarnya proses 
penghitungan suara yang sedang berlangsung. Berikut ini merupakan hasil suara 
yang diperoleh partai-partai dan perseorangan pada pemilihan Konstituante 




Tab el 3.4 J umlah Pero lehan Suara  Par tai dan Perseor angan un tuk pemilihan 
anggota Konstituante di Kota  Besar Sur aba ya tahun 1955 
No Part ai Ju mlah 
1 PKI 124.475 
2 Nahdlatul Ulama 60.876 
3 PNI 50.868 
4 Masjumi 16.420 
5 Partai Buruh 4.596 
6 Partai Katolik 4.519 
7 P3RI 3.704 
8 PSI 3.673 
9 PRI 3.047 
10 PSII 2.587 
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Sumber; “Asil-asile Sawetara  Waktu Pilihan Konstituante Sadjrone Kutha 
Gede Suraba ya Saben Partai lan Per seorangan”, Suara Rakjat, Rabu, 21 
Desember Tahun 1955 
 
Dari hasil-hasil pemilihan anggota Konstituante yang diberitakan oleh Suara 
Rakjat menunjukkan dominasi PKI di Surabaya dengan meraup suara melebihi 
100.000 suara kemudian disusul oleh Nahdlatul Ulama yang memperoleh suara 
lebih dari 60.000 suara hampir setengah dari jumlah suara yang diperoleh PKI, 
menyusul kemudian PNI dengan perolehan suara 50.868, Masjumi yang mendapat 
suara kurang dari 20.000 suara dan PSII yang pada tahun-tahun sebelumnya getol 
dalam berkampanye duduk di posisi ke 10 hanya mendapatkan suara di 
Konstituante sejumlah 2.587 suara, sangat timpang daengan jumlah-jumlah yang 
dihasilkan partai-partai besar lain yang mendapatkan jumlah suara diatas 10.000 
suara  
Kemudian pada pemilihan anggota DPR yang dilangsungkan pada 15 
Desember 1955 hasil yang mengecewakan juga diperoleh PSII. Berikut ini adalah 
jumlah suara yang masuk kedalam PPS Kota Surabaya. 
 
Ta bel 3.5 J umlah Pero lehan  Par tai dan Perse orangan pada pemilihan 
DPR d i Surabaya tahun 1955 
No Partai Jumlah 
1 PKI 124.128 
2 NU 59.410 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PARTAI SYARIKAT ISLAM... DENI HARYANTO
86 
3 PNI 40.506 
4 Masjumi 16.588 
5 Parkindo 7.305 
6 Baperki 6.352 
7 PRI 5.926 
8 Partai Katolik 4.808 
9 PSI 4.414 
10 P3RI 4.128 
11 Kusadi Paulus 
Maria 
4.118 
12 PSII 2.945 
Sumber; “Asil-asile Sawetara Waktu Pilihan Konstituante 
Sadjrone Kutha Gede Surabaya Sab en Pa rtai lan 
Perseorangan ”, Suara Rakjat, Rabu, 21 Desember Tahun 1955 
 
Kemudian pada pemilihan anggota DPR di kota Surabaya, PSII 
kembali menelah pil pahit, PSII menduduki urutan ke dua belas dalam 
pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. PKI 
kembali mendominasi setelah mereka unggul pada pemilihan Konstituante  
pada pemungutan suara pada dua bulan sebelumnya dengan perolehan 
suara sebanyak 124.128 ribu, kemudian pada urutan-urutan selanjutnya 
tidak ada untuk peringkat empat besar posisi yang diperoleh masing-
masing partai tidak berubah, yang mengejutkan adalah organisasi 
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perseorangan Kusadi Paulus Maria mendapatkan perbandingan jumlah 
hampir setengah yang diperoleh PSII, dengan jumlah sebanyak 4.118 
suara, dan PSII hanya mendapatkan suara sebanyak 2.945. 
 
Tab el 3.6 Ha sil Peroleh an Suara  untuk Pa rlem en da n Konsitit uan te 
Provinsi Ja wa Timur t ahun 1 955 
Partai Parlemen Konstituante Perbedaan 
PNI 2.251.069 2.329.991 78.992 
Masyumi 1.109.742 1.119.595 9.853 
NU 3.370.554 3.260.392 110.162 
PKI 2.299.602 2.266.801 32.80 
PSII 43.357 43.458 5.50 
Sumber: Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta: 
Kepustakaan Populer Gramedia, 1999 hlm 95. 
 
Kemudian pada lingkup provinsi, sebagai pembanding dapat diperoleh hasil 
pemungutan suara yang menunjukkan perolehan suara empat partai besar beserta 
PSII yang menjadi pembanding dari keempat partai besar. suara PSII di 
JawaTimur mengecewakan karena hanya mendapatkan jumlah suara yang sangat 
sedikit dibandingkan lawan-lawan politiknya. Hal ini menandakan bahwa apa 
yang sudah diusahakan selama ini terkesan tidak memuaskan, disamping karena 
PSII merupakan partai menengah, maka tidak heran hasil yang didapat di wilayah 
Jawa Timur suaranya kurang dari 50.000 suara.  
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Dapat disimpulkan dari data yang diperoleh bahwa Jawa Timur bukan 
merupakan basis pendukung dari PSII, merujuk pada hasil yang diperoleh di 
tingkat lokal khususnya Surabaya, hasil yang diperoleh juga dibawah target yang 
dicanangkan oleh pimpinan PSII saat itu. selain itu karena adanya kedekatan 
historis dengan Tjokroaminoto tidak mempengaruhi hasiil perolehan suara PSII di 
lingkuo lokal maupun provinsi. 
 Secara nasional telah diadakan penghitungan suara, setelah melalui 
bebagai proses, dari mulai kampanye, hingga pemungutan suara di berbagai 
tempat di Indonesia. hasil yang diperoleh secara nasional adalah PSII menempati 
urutan kelima setelah PNI, Masyumi, N.U, dan PKI. Dibandingkan dengan jumlah 
suara empat partai besar, suara yang diperoleh PSII terbilang sangat kecil dan 
hanya mendapatkan jumlah suara sebanyak 1.091.610 (2,89%) sedikit lebih 
banyak dari Partai Kristen Indonesia yang sama-sama memegang jumlah lebih 
dari satu juta suara. 
 Hasil yang diperoleh ini sangatlah kecil, bila dibandingkan hasil yang 
diperoleh partai-partai lain, yang masa berdirinya jauh dibawah PSII. Hal ini 
membuktikan bahwa langkah-langkah yang diambil PSII dari tingkat lokal hingga 
tingkat nasional belum membuahkan hasil yang memuaskan. 
Namun ada beberapa provinsi yang menjadi basis suara dari PSII 
diantaranya adalah di Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah Tenggara. Uniknya 
daerah-daerah tersebut adalah kantong-kantong pemberontakan dan merupakan 
daerah basis dari gerakan Darul Islam. Di Jawa Barat sendiri PSII mendapatkan 
jumlah total suara 62,4%. 
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Berikut ini adalah hasil perolehan suara keseluruhan dari partai-partai 
peserta pemilu 1955 secara nasional. 
Ta bel 3.7 Pero lehan Jumlah Suara  Partai Pesert a Pemiliha n Umum  
1955 di Seluruh  Indonesi a 
Partai Suara % Kurs i 
PNI 8.434.653 22,32 57 
Masyumi 7.903.886 20,92 57 
NU 6.955.141 18,41 45 
PKI 6.176.914 16,36 39 
PSII 1.091.160 2,89 8 
Parkindo 1.003.325 2,66 8 
Partai Katholik 770.740 2,04 6 
PSI 753.191 1,99 5 
IPKI 539.824 1,43 4 
 PERTI 483.014 1,28 4 
 PRN 242.125 0,64 2 
Partai Buruh 224.167 0,59 2 
GPPS 219.985 0,58 2 
PRI 206.261 0,55 2 
P3RI 200.419 0,53 2 
Partai Murba 199.588 0,53 2 
Baperki 178.887 0,47 1 
PIR 
Wongsonegoro 
178.481 0,47 1 
Grinda 154.792 0,41 1 
Permai 149.287 0,40 1 
Persatuan Daya 146.054 0,39 1 
PIR Hazairin 114.644 0,30 1 
PPTI 85.131 0,22 1 
AKUI 81.532 0,21 1 
PRD 77.919 0,21 1 
PRIM 72.532 0,19 1 
Acoma 64.514 0,17 1 
R. Soedjono 
Prawirisoedarso 
53.036 0,14 1 
Organisasi Lain-
lain 
1.002.433 2,71 - 
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 Sumber: Biro Humas KPU, dalam buku Pemilu dan Perilaku Memilih 
1955-2004, (Surabaya, Pustaka Eureka, 2006), hlm.72.) 
 
 
Sedikitnya suara yang diperoleh PSII disebabkan oleh berbagai hal 
diantaranya strategi yang diterapkan pada masa sebelumnya dimana PSII tidak 
dapat memaksimalkan perolehan suara yang dilaksanakan pada pemilihan 
perwakilan DPRDS di Surabaya. Sebab-sebab kekalahan ini membuat pamor dari 
PSII menurun hingga berlanjut pada pemilihan umum selanjutnya pada masa Orde 
Baru.  
Ada beberapa sebab yang mempengaruhi suara yang diperoleh PSII sangat 
sedikit, dibandingkan dengan partai-partai besar yang bersaing dalam pemilihan 
umum 1955 di Surabaya, yang pertama adalah karena kurangnya unsur-unsur 
yang dilibatkan khususnya pengerahan massa yang massif padahal pada tahun-
tahun sebelum pemilihan umum dilangsungkan, PSII Surabaya dapat menjadi 
penggerak bersama partai-partai besar lain diantaranya Partai Nasionalis 
Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Masyumi serta Partai 
Sosialis Indonesia. 
Dari keempat partai besar tersebut yang paling mendominasi adalah suara 
yang diperoleh dari Partai Komunis Indonesia, dimana suara yang diperoleh oleh 
Partai Komunis Indonesia mendominasi di hampir seluruh bilik suara yang 
tersebar di Kota Besar Surabaya. Sedangkan partai lain yang mengikutinya adalah 
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Nahdlatul Ulama, PNI, Masyumi, serta PSI. 48   PSII mendapatkan suara yang 
sangat kecil pada pemungutan suara di Surabaya, dibandingkan partai-partai lain, 
PSII berada di urutan ke 10 dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia 
pemilihan umum.49 
Seperti yang kita ketahui bahwa PKI merupakan partai yang mengandalkan 
jumlah massa yang besar, dimana di setiap langkahnya selalu mengerahkan massa 
dengan jumlah yang massif. Salah satu hal yang menyebabkan PKI dapat 
memobilisasi massa adalah karena PKI berhasil menggerakkan unsur-unsur buruh 
dan tani, dengan pendekatan pada organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan 
PKI dan menggunakannya sebagai isu yang dapat mengagitasi masyarakat 
Surabaya yang sebagian besar bekerja sebagai buruh dan tani.  
Isu-isu tesebut diantaranya adalah mengenai permasalahan tanah yang 
menjadi persoalan yang berkepanjangan dan tiada habisnya. Selain itu kultur 
masyarakat Surabaya yang juga menyebabkan berhasilnya pergerakan PKI di 
kawasan Surabaya, selain itu strategi yang digunakan PKI mengangkat isu-isu 
kecil menjadi sebuah gerakan untuk memobilisasi rakyat. Cara ini sangat ampuh 
dan terbukti berhasil dengan unggulnya suara PKI pada pemilihan umum di Kota 
Besar Surabaya. 
                                                        
48   Purnawan Basundoro, “Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis 
Indonesia di Kota Surabaya 1955-1965, dalam Sri Margana dan M. Nursam (ed), Kota-kota di 
Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial, (Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2010), 
hlm. 272. 
 
49  “Asil-asile Sawetara Waktu Pilihan Konstituante Sadjrone Kutha Gede Surabaya  Saben 
Partai lan Perseorangan ”, Suara Rakjat, Rabu, 21 Desember Tahun 1955. 
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Pada Pemilu 1955 di kota Surabaya PKI hampir meraih suara hampir 
setengah dari jumlah pemilih di kota Surabaya. Hal ini mengejutkan karena secara 
kultural masyarakat Surabaya lebih dekat dengan kultur Nahdlatul Ulama.50 Ini 
terbukti dengan hasil yang diperoleh oleh Nahdlatul Ulama dengan menduduki 
peringkat dua setelah PKI. Kultur Islam tradisional telah tertanam sejak lama pada 
masyarakat Surabaya. Pengaruh Nahdlatul Ulama merasuk ke sendi-sendi 
masyarakat lokal Surabaya,  
Masyumi berhasil mendapatkan suara dari kaum-kaum modernis Islam, 
Masyumi berhasil mendapatkan pengaruh yang besar walaupun terjadi perebutan 
ruang kekuasaan dengan PKI dan sering menimbulkan gesekan-gesekan antara 
kedua partai tersebut. 
Selain karena terkotak-kotaknya pemilih di Surabaya, faktor lain yang 
mempengaruhi adalah karena adanya ancaman yang diberikan oleh petugas-
petugas partai, agar memilih partai tertentu. Jika warga masyarakat tidak menurut, 
maka hal yang buruk akan terjadi.  
Seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, 
dimana suara yang diperoleh PSII sangat minor, dilaporkan terjadi tindakan 
intimidatif terhadap pemilih. Tindakan tersebut berupa ancaman verbal ataupun 
kekerasan secara fisik. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu menurunnya 
popularitas PSII dikalangan pemilih di Surabaya. Hal inilah yang menjadi faktor 
utama penyebab menurunnya jumlah suara yang diperoleh PSII pada pemilihan 
umum 1955 di Surabaya. Sehingga menyebabkan suara yang diperoleh di tingkat 
                                                        
50 op, cit, hlm. 272.  
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lokal berpengaruh juga terhadap suara yang diperoleh secara nasional sehinggal 
menimbulkan dampak yang signifikan.  
Faktor utama yang menjadi pemicu adalah dari dalam tubuh PSII sendiri, 
terutama mengenai masalah kaderisasi yang lambat yang dilaksanakan PSII, 
sepert yang diketahui proses kaderisasi merupakan faktor utama dalam 
memperoleh bibit baru yang segar, seandainya pemimpin yang lama diharuskan 
lengser karena berbagai sebab.  
Kaderisasi membutuhkan proses tidak secara instan. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi adalah karena menurunnya idealisme partai diantara para kader-
kader PSII yang berujung pada suatu krisis moral yang menghinggapi setiap kader 
PSII yang bergabung. Setiap kader mempunyai keinginan praktis dan ekonomis 
yang membawa kepada perilaku negatif pada partai.51 Anggapannya  bahwa jika 
ingin bergabung dalam politik, harus mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan 
apa yang dikorbankan.  
Dengan adanya masalah ini output kader berkualitas yang dihasilkan tidak 
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para elite pimpinan partai. Proses 
kaderisasi PSII memegang peranan penting jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 
terjadi. Yaitu pada masa kepemimpinan Tjokroaminoto, pada masa itu 
Tjokroaminoto yang merupakan orator ulung berkeliling daerah untuk 
menuangkan aspirasi politiknya sekaligus mendapatkan simpatisan bagi 
organisasi Sarekat Islam.52 
                                                        
 51 Valina Singka Subekti, op cit, hlm. 50.  
 
 52 Deliar Noer, op.cit, hlm.40. 
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Jika menilik kebelakang, sebenarnya organisasi-organisasi yang berada 
dibawah naungan PSII diantaranya adalah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslim 
Indonesia), SEPMI (Serikat Pelajar Muslim Indonesia), Pemuda Muslim, 
GERTASI (Gerakan Tani Syarikat Islam) serta GOBSI (Gerakan Organisasi 
Buruh Sarekat Islam).53 Khusus untuk GERTASI dan GOBSI sebenarnya kedua 
organisasi tersebut yang menaungi komunitas buruh dan tani dapat dimanfaatkan 
dalam mendulang banyak suara di Surabaya, seperti yang kita ketahui bahwa 
masyarakat Surabaya merupakan masyarakat yang didominasi buruh yang 
berhasil dikelola dengan baik oleh organisasi-organisasi onderbouw PKI. Apabila 
organisasi naungan PSII tersebut dikelola dengan benar, kemungkinan yang akan 
terjadi adalah suara mayoritas dapat diperoleh dengan sedikit berimbang dengan 
partai-partai lain. 
 Kemudian setelah berakhirnya pemilu yang dilaksanakan serentak di 
Indonesia pada tahun 1955, kota Surabaya melaksanakan pemilihan lokal pada 
tanggal 26 Juli 1957 dimana terdapat perwakilan dari 13 partai dan organisasi 
yang berpartisipasi dalam pemilihan diantara partai tersebut adalah Masjumi, 
Poesoera, PKI, Gadio Atmosantoso, Murba, Parkindo, Partai Buruh, Partai 
Katolik, P3RI, PERMAI, Partai Buruh, serta PSII54, sesuai dengan UU No.19 
tahun 1956 mengenai Pemilihan Anggota-anggota DPRD di Surabaya, namun dari 
pemilihan yang diselenggarakan pada tahun 1957 ini sempat diprotes dikarenakan 
warga masyarakat Surabaya menganggap telah terjadi berbagai kecurangan, 
                                                        
53 Valina, op, cit, hlm. 10..  
 
54 “Partai2 jg.ikut pemilihan DPRD Kotapradja Surabaja”, Soeara Rakjat, 15 Juni 1957.  
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sehingga dilakukanlah pemilu ulangan yang diselenggarakan tanggal 25 Februari 
tahun 1958 dimana hasil akhir yang didapat adalah PKI mendapatkan suara 
terbanyak disusul NU, PNI, Masyumi, serta Baperki, sedangkan PSII tidak 
mendapatkan kursi di DPRD kota Surabaya pada pemilu lokal tahun 1958.55 
                                                        
55 Bilqis Luciana Zunita, Dari DPRDS Kota Besar Surabaya Hingga DPRD Tk II 
Kotamadya Suraba ya (1950-1971), Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Unair, 2016, 
hlm. 81. 
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Proses demokrasi di suatu negara, dapat diukur dari tingkat partisipasi politik 
warga negara tersebut, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1955. Sepuluh 
tahun setelah mendapatkan kemerdekaan dari Belanda dan Jepang, pemerintah 
Indonesia, merumuskan rencana agar pemilihan umum nasional segera dilaksanakan 
yang dimulai pada tahun 1948 banyak wacana bergulir agar pemilihan umum segera 
dilaksanakan. Kemudian setelah proses yang begitu panjang, dengan berbagai 
kejadian yang terjadi selama masa-masa tersebut, Pemilu 1955 akhirnya dapat 
terlaksana. Dan untuk pertama kalinya Indonesia sukses dalam menyelenggarakan 
pemilihan umum yang pertama di bulan September kemudian berlanjut pada bulan 
Desember. Pemilu 1955 ini menjadi salah satu pemilihan umum yang paling 
demokratis dalam sejarah Indonesia, karena melibatkan seluruh elemen masyarakat 
Indonesia pada saat itu.  
Suasana pemilihan umum sendiri di Surabaya cukup kondusif, dengan kondisi 
masyarakat saat itu dimana warga masyarakat Surabaya kebanyakan adalah sebagai 
buruh, mengingat Surabaya merupakan kota industri dan perdagangan, serta daerah 
pertanian yang terletak di pinggiran kota. Sehingga buruh dan petani memegang 
peranan penting dalam jalannya perpolitikan. Serika-serikat buruh dibawah 
organisasi-organisasi kepartaian memanfaatkan potensi tersebut, dimana banyak 
sekali organisasi buruh yang berafiliasi kedalam partai-partai politik saat itu, 
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diantaranya adalah SOBSI (PKI), Sarbumusi (Nahdlatul Ulama), KBKI (PNI), SBSII 
(Masyumi),SBKI (Parkindo), serta GOBSI (PSII). 
Pemilihan umum tidak akan terjadi apabila tidak adanya minat masyarakat 
untuk terjun di dunia politik, salah satu langkah termudah adalah dengan menjadi 
anggota suatu partai. Masyarakat Surabaya sendiri dalam rangka menyambut 
pemilihan umum sangat tinggi, dimana banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan 
antusiasmme, semisal terdapat beberapa hal yang terjadi di tempat-tempat 
pemungutan suara yang ada di Surabaya diantaranya adalah orang-orang yang sakit 
berusaha agar dia dapat mencoblos tanda gambar yang disediakan oleh panitia, selain 
itu tempat pemungutan suara membludak oleh masyarakat yang sekedar ingin melihat 
maupun yang sudah cukup umur dan terdaftar sebagai peserta pemilihan umum.  
Tidak hanya orang-orang yang baik secara fisik namun orang-orang cacat juga 
diperbolehkan dalam memilih calon anggota DPR maupun Konstituante. Pemerintah 
Indonesia dibawah pimpinan presiden Soekarno ingin membuat suasana pemilihan 
menjadi riuh sehingga kemeriahan pemilihan umum dapat dirasakan oleh semua 
elemen masyarakat.  
Kemunculan partai-partai politik di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak 
masa kolonial, dengan adanya berbagai organisasi yang ada pada saat itu. Seperti 
yang kita ketahui bahwa Sarekat Islam yang kemudian berubah nama menjadi Partai 
Syarikat Islam Indonesia pada 1930 merupakan salah satu organisasi yang tidak 
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hanya menaungi kepentingan bumiputera tapi juga ikut andil dalam dunia 
perpolitikan dibawah kepemimpinan Tjokroaminoto. 
Setelah Indonesia merdeka, PSII menjadi salah satu partai yang masih 
bertahan hingga pemilihan umum 1955 bergulir. Pada pemilu 1955 terdapat 35 
perwakilan partai dari berbagai ideologi diantaranya adalah agama, nasionalis serta 
komunis.. PSII menjadi salah satu dari beberapa partai yang mengusung Islam 
sebagai ideology dasar kepartaian. 
PSII sendiri sejak awal dibentuk  merupakan organisasi yang bergerak dalam 
bidang politik, ekonomi, serta keagamaan yang bertujuan membela kepentingan 
rakyat bumiputera. Hal ini mengacu dengan dua pokok pikiran utama kepartaian 
dengan adanya Program Asas dan Program Tandhim yang menuangkan ide-ide pokok 
kepartaian mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam 
Indonesia. Kedua program ini harus dipegang teguh oleh setiap kader-kader PSII 
yang akan diterjunkan ke dalam masyarakat.  
Pada pemilu lokal yang diadakan di Surabaya pada tahun 1950,  PSII 
menduduki satu kursi di DPRDS Kota Besar Surabaya, dengan Dahlan Kahar sebagai 
wakil PSII pada saat itu, sampai dengan tahun-tahun berikutnya menjelang pemilu 
1955, kegiatan politik terfokus pada wacana mengenai diadakannya pemilihan umum 
nasional. Selain karena kondisi politik di Jakarta sedang tidak stabil pasca berganti-
gantinya pimpinan kabnet yang secara tidak langsung berpengaruh juga dalam kancah 
perpolitikan di Surabaya. Namun dengan adanya wacana mengenai pemilu serentak, 
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maka dari masing-masing partai mulai mengadakan rapat-rapat raksasa yang dihadiri 
oleh ribuan kader dan simpatisan partai, PSII sebenarnya cukup menonjol, dimana 
Dahlan Kahar beberapa kali menjadi speaker didalam berlangsungnya rapat tersebut. 
 Hasil yang diperoleh PSII pada pemilu lokal di Surabaya tampaknya kurang 
memuaskan bagi PSII, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar anggota serta 
lemahnya proses pengkaderan anggota yang dilakukan semenjak Tjokroaminoto 
wafat menyebabkan hasil yang mengecewakan bagi PSII. Hal tersebut berlanjut pada 
hasil Pemilu 1955 di Surabaya, PSII tidak dapat memaksimalkan perolehan suara 
yang didapatnya dengan jumlah suara yang sangat minor. Dibandingkan dengan 
partai-partai Islam lainnya yang dapat memaksimalkan hasil perolehan suara baik itu 
pada lingkup kabupaten maupun di secara nasional. Persaingan yang dilakukan oleh 
partai-partai peserta pemilu tampak timpang dengan selisih suara yang sangat besar. 
Suara-suara tersebut didominasi oleh partai golongan nasionalis kemudian Islam dan 
yang mengejutkan adalah kehadiran PKI yang berhasil meraup peringkat 4 dalam 
perolehan jumlah suara nasional.  
Kehadiran PSII sebagai salah satu partai yang mengusung Islam sebagai 
ideology tidak banyak membantu dikarenakan perpecahan dalam penyatuan ideologi 
Islam yang bercabang yaitu antara Masyumi serta Nahdlatul Ulama,. Kedua partai 
tersebut berhasil meraih suara mayoritas di lingkup nasional. Begitupun juga pada 
pemilu lokal di lingkup kota Surabaya. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di 
Indonesia menjadi salah satu titik panas dalam persaingan perpolitikan nasional 
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dimana sebagai kota urban yang sebagaian besar penduduknya bekerja sebagai buruh 
tidak dapat berbuat banyak karena organisasi buruh sebagian besar lebih memilih 
berafiliasi dengan ideology komunis. Sebenarnya PSII mempunyai sayap 
keanggotaan dengan dibentuknya GOBSI (Gabungan Organsasi Buruh Sarekat Islam) 
yang jika dimaksimalkan dapat berperan penting dalam mendapatkan suara pada 
masyarakat Surabaya. Seperti yang berhasil dilakukan oleh PKI, dimana mereka 
dapat memaksimalkan organisasi buruh yang berafiliasi ke PKI. 
Hal-hal yang berpengaruh besar selain karena adanya faktor buruh, hal lain 
yang mempengaruhi jatuhnya PSII adalah terpecahnya suara umat Islam di Surabaya, 
mayoritas umat Islam di Surabaya lebih memilih NU dan Masyumi daripada PSII, 
selain itu mereka lebih memilih ideology lain daripada memilih PSII. Kalangan 
tradisional lebih memilih NU sedangkan Moderat lebih memilih Masyumi, yang 
membuat PSII semakin tenggelam dari partai-partai lain.  
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